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BAGIAN I. 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
1. Tugas Pokok dan Pungsi Organisasi/Unit Kerja

Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) berdasarkan Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Keija Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, mempunyai 

tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di bidang legislasi dalam 

perancangan undang-undang. Ihisat PUU menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat PUU;

b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat PUU;

c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat PUU;

d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksana tugas unit organisasi 

dilingkungan Pusat PUU;
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang dukungan 

perancangan Undang-Undang;

f. Pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan perancangan Undang- 

Undang;

g. Pelaksanaan tata usaha Pusat PUU;

h. Penyusunan laporan kineija Pusat PUU; dan

i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan 

Keahlian.

Selain menjalankan fungsi sebagaimana diatas, Pusat PUU melaksanakan 

dukungan perancangan undang-undang sebagaimana tercantum dalam, Pasal 

3 Peraturan Pimpinan DPR No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas 

Dukungan Keahlian DPR RI, meliputi:

a. Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional;
b. Penyiapan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang;

c. Penjdapan pen3msunan Rancangan Undang-Undang (RUU); dan



d. Pendampingan pembahasan RUU.

Pusat PUU juga memberikan dukungan penyiapan penyxisunan Peraturan DPR 

dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI (BKD) 

lainnya.

Pusat PUU memiliki VISI dan MISI Organisasi, yaitu:

"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung 

DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, 

Akuntabel, dan Berkualitas"

Sedangkan MISI Pusat PUU adaiah:

a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang- 

Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; 

dan

b. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bemilai.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Peserta

Penulis memiliki Jabatan sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang- 

undangan Pertama. Rincian tugas Perancang PUU Pertama sebagaimana 

tercantum dalam Organinasi Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(Pusdiklat) Setjen dan BKD adaiah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan 

persiapan Penulisan peraturan perundang-undangan;

b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangein;
c. Menyiapkan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang- 

undangan;

d. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembahasan RUU dan RAPERDA;
e. Menyusun konsep instruksi;

f. Menyusun konsep edaran;

g. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembahasan naskah perjanjian, 

persetujuan dan kontrak nasional serta intemasional;
h. Menyiapkan konsep tanggapan rancangan dalam rangka pembahasan 

naskah perjanjian, persetujuan dan kontrak nasional serta 

intemasional.
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3.

i. Menyempurnakan konsep gugatan dan jawaban konsep gugatan;
j. Menyiapkan rancangan dal am rangka pembuatan akta;
k. Menjmsun konsep Legal Opinion;
l. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
m. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan 

setiap waktu diperlukan.

Penulis memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dal am Sasaran Kerja 

Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang telah disusun bersama dengan atasan 

penulis, yaitu:
a. Mengumpulkan data dal am rangka melakukan studi kelayakan 

persiapan Penulisan peraturan perundang-undangan;
b. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
c. Membuat konsep laporan keija kepada atasan secara berkala dan 

setiap waktu diperlukan.

Deskripsi Isu: Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/Database Internal BKD 

dal am Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang 

(RUU).

a. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG
Dipilihnya isu Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/Database Internal 
BKD dalam Penyusunan NA dan RUU menjadi hal yang harus segera 

diatasi adalah berdasarkan metode USG dengan hasil sebagai berikut:

No Isu
Kriteria Jumlah

U S G Nilai

1 Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/Database
Internal BKD dalam Penyusunan NA dan RUU

4 5 5 14

2 Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar dalam
Pembahasan dan Pembuatan NA dan RUU di Pusat
PUU.

4 5 4 13

3 Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kompetensi
Penunjang sebagai Perancang UU

4 3 3 10



Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih 
adalah :
Isu ke-1 dengan rumusan isu : Optimalisasi Pemanfaatan 
Referensi/Database Internal BKD dalam Penyusunan NA dan RUU

b. Dekripsi Isu
Salah satu tugas pokok Pusat PUU adalah menyiapkan NA dan 
penyusunan RUU untuk melaksanakan dukungan keahlian bagi DPR 
RI. Penyiapan penyusunan NA dan RUU dalam rangkaian kegiatannya 
salah satunya yaitu melakukan pengumpulan bah an kepustakaan dan 
melakukan kajian serta telaahan terhadap bah an kepustakaan terkait 
dengan RUU yang akan disusun. Bahwa dalam pelaksanaan 
pengumpulan bah an kepustakaan, tim Penyusun NA dan RUU dapat 
memanfaatkan bahan dari mana saja yang terkait dengan NA dan RUU 
yang sedang disusun dan salah satunya yaitu output dari beberapa 
pusat di BKD. Output pusat tersebut merupakan referensi internal BKD. 
Adapun referensi internal BKD yang dapat dimanfaatkan untuk 
menambah bahan kepusataakaan yaitu hasil penelitian, risalah rapat, 
hasil rapat keija, hasil kajian, hasil analisis dan hasil kajian analisis 
dan evaluasi undang-undang. Salah satu output pusat yang dapat 
dimanfaatkan sebagai salah satu referensi yaitu Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU yang merupakan output Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan UU (Pusat Panlak UU). Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi 
UU yang dapat dimanfaatkan adalah yang erat kaitannya dengan NA 
dan RUU yang sedang disusun.

c. Kondisi Masalah
Tidak adanya database produk pusat-pusat di BKD menyebabkan 
bahwa output suatu pusat belum dapat menjadi outcome di pusat lain. 
Contohnya yaitu bahwa dalam Penyusunan NA dan RUU oleh Pusat 
PUU dapat memanfaatkan output dari pusat lain di BKD contohnya 
yaitu output dari Pusat Panlak UU.

d. Dampak yang terjadi apabila isu tidak segera diselesaikan
Selain dapat dimanfaatkan sebagai suatu bentuk dukungan kepada
Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) dan Anggota DPR RI secara langsung,
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output suatu pusat seharusnya dapat menjadi bahan atau tambahan 

referensi bagi pusat lain di BKD dalam melaksanakan fungsinya untuk 

mendukung kineija dewan. Dampak belum maksimalnya pemanfaatan 

output antar pusat di BKD menunjukan Icurangnya sinergitas dalam 

pelaksanaan dukungan keahlian untuk dewan khususnya di bidang 

legislasi.

e. Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait
1. Whole Of Governance (WOG)

Meningkatkan koordinasi Pusat PUU dengan pusat lain di BKD 

dalam melaksanakan dukungan keahlian di bidang legislasi. Bahwa 

output suatu pusat dapat dimanfaatkan oleh pusat lain di BKD 

dalam melaksanakan dukungan keahlian.

2. Menejemen ASN
Meningkatkan pemahaman internal Perancang Peraturan Perundang- 

Undangan dalam pelaksanaan tugas penyiapan NA dan RUU.

3. Pelayanan Publik
Meningkatkan dukungan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia.

4. Komitmen Mutu
Meningkatkan pengetahuan terkait dengan bahan kepustaakaan 

yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas Pusat PUU 

dalam pen3dapan NA dan RUU.

5. Akuntabilitas
Meningkatkan pelaksanaan dukungan keahlian di bidang legislasi 
sesuai dengan Tugas Pokok Pusat PUU.

6. Etika Publik
Mempertanggung jawabkan serta melaksanakan fungsi ASN sebagai 
pelayan publik sebaik-baiknya.



f. Rumusan Isu
1. Apakah dalam penyusunan NA dan RUU oleh Pusat PUU sudah 

memanfaatkan database internal BKD sebagai salah satu referensi?
2. Apakah menyebabkan belum maksimalnya pemanfaatan output antar 

pusat di BKD?

B. Nilai-Nilai Organisasi
Nilai-nilai organisasi diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang 

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. Terdapat 4 nilai yang menjadi pedoman perilaku pegawai, 
yaitu: Religius, Akntabel, Profesional dan Integritas (RAPI)

Meretapkan • PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT 
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Kode Etik Ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yartg aelenjutnya dlslngkal PNS. adalah Pegawai 
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekrelarial Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS 
adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbualan dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi serta pergaulan hidup seharl-hari.

3. Religius adalah perceya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Akuntablirtas adalah sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas 
tlndakan yang dllakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS.

5. Profesional adalah sikap lerhadap tugas yaog memerlukan ketrempllan 
khusus dan kompelensi untuk menjalankannya.

6. Integritas adalah totalitas sikap yang menunjukkan komitmen. ketaatan 
dan konsistensi terhadap prinsip-pnr>sip elika dan moral.

Sikap Religius diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Sikap Akuntabel diwujudkan melalui tindakan:
1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Bekeija sesuai dengan standar keija yang ditetapkan
3. Memberikan teladan bagi lingkungan keija, dan/atau
4. Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai

dengan peruntukkannya



Sedangkan sikap professional diwujudkan melalui tindakan:

1. Mengembangkan etos keija untuk meningkatkan kineija Sekretariat 

Jenderal DPR RI

2. Bekeija dengan inisiatif, inovatif, dan responsive dalam rangka 

meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

3. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, dan/atau

4. Memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan 

pekerjaan

Dan sikap integritas diwujudkan melalui tindakan:

1. Jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS

2. Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Sekretariat Jenderal 
DPR RI

3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak 

langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Tidak merugikan orang lain dan negara

6. Menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan

7. Menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi 
rekan keija.

C. Tujuan
Tujuan diselesaikannya isu yang dipilih adalah untuk meningkatkan 

pelaksanaan tugas Pusat PUU dalam menyiapkan NA dan RUU serta 

mengoptimalkan koordinasi antar pusat di Badan Keahlian dalam 

melaksanakan dukungan keahlian kepada DPR RI.

Diharapkan dengan optimalnya koordinasi antar pusat tersebut khususnya 

Pusat PUU dan Pusat Panlak UU dapat meningkatkan kualitas, efektifitas dan 

efisiensi dalam pen30isunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU.
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BAGIAN II.
CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Isu : Pen5msunan NA dan RUU oleh Pusat PUU yang kurang memanfaatkan Hasil 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU oleh Pusat Panlak UU sebagai salah satu 

referensi.

A. Penjelasan Perubahan 

Kegiatan 2

Pada tahapan kegiatan 1, seharusnya melakukan koordinasi dengan Kapus 

PUU untuk meminta izin dalam melakukan kunjungan dan iventarisasi data 

di Pusat Panlak UU, namun kegiatan ini sudah dilakukan bersamaan dengan 

koordinasi dan konsultasi pada tahap awal (kegiatan 1, tahap kegiatan 1). 

Perubahan ini dilakukan mengingat kesibukan dari Bapak Kapus sehingga 

koordinasi dilakukan pada saat koordinasi tahap awal.

Pada tahapan kegiatan 3, konsultasi dan koordinasi kepada Kapus Panlak 

UU (Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H) dilakukan 1 (satu) lebih awal dari 

yang direncanakan dalam timeline, hal ini karena pada waktu yang tertera 

dalam timeline Kapus Panlak UU (sedang melaksanakan Dinas Luar)

Kegiatan 5

Pada tahapan kegiatan 1 konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para 

Korbid Perancang UU mundur 1 (satu) minggu dari yang direncanakan dalam 

timeline, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam timeline Kapus PUU 

(Dr. Inosentius Samsul S.H., M.Hum) sedang melaksanakan Dinas Luar).

Pada tahapan kegiatan 2, penyerahan daftar NA dan RUU yang dapat 

memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu 

referensi kepada Kapus Panlak UU mundur 1 (satu) minggu dari yang 

direncanakan dalam timeline, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam 

timeline Kapus Panlak UU (Rudi Rochmansyah, S.H., M.H) sedang 

melaksanakan Dinas Luar).

Pada tahapan kegiatan 3, koordinasi dengan Korbid untuk mengetahui

daftar nama Tim Penyusun NA dan sudah dilakukan pada Kegiatan 1
8



(tahapan kegiatain 1), oleh karena itu untuk menambah data pada tahapan 

kegiatan ini ditambah kegiatan meminta SK Tim Penyusun NA dan RUU 

kepada Kasubbag TU Pusat PUU.

Pada Tahapan Kegiatan 4, penyerahan daftar NA dan RUU yang dapat 
memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu 

referensi kepada Tim Penyusun NA dan RUU maju 1 (satu) minggu dari yang 

direncanakan dalam timeline, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam 

timeline Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangn Bencana 

sedang melaksanakan Dinas Luar).



B. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi 

1. Kegiatan 1

Melakukan inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan disusun oleh 

Pusat PUU.
a) Tahapan Kegiatan 1

Melakukan konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid 

Perancang UU terkait dengan NA dan RUU yang sedang dan akan disusun 

dalam periode 1 tahun.

Konsultasi dengan Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.) 
dilakukan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018. Kegiatan ini dihadiri 

juga Para Korbid Perancang UU serta Mentor Aktualisasi (Mardisontori, 

S.Ag., LL.M., Akhmad Aulawi, S.H., M.H., Najib Ibrahim, S.Ag., M.H., 

Chairul Umam, S.H., M.H., dan Zaqiu Rahman, S.H., M.H.). Konsultasi 

ini membahas mengenai rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan 

pada masa habituasi (Lampiran la).

Konsultasi dengan Kapus PUU (28/05/2018)

Adapun masukan dari Kapus PUU pada saat konsultasi yaitu;

1. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi hams dikeijakan secara objektif 

dan dalam rangka untuk pengembangan pribadi dan pengembangan 

lembaga;

2. Uraikan tahapan pembentukan undang-undang dalam laporan;
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3. Tugas dan Fungsi dari masing-masing Pusat di BKD harus diuraikan 

karena tema dari Rancangan Aktualisasi berkaitain dengan Pusat lain 

(Pusat Panlak UU) tidak hanya Pusat PUU;

4. Pemanfaatan hasil output Pusat Panlak UU yaitu Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU dalam pen50isunan NA dapat dilakukan 

secara individu (pelibatan Perancang UU dalam kegiatan 

pemantauan UU yang dilakukan oleh Pusat Panlak UU) maupun 

melalui institusional (melihat dokumen);

5. Pengetahuan dan sumberdaya yang ada di BKD untuk 

mengoptimalkan penyusunan NA;
6. Cari tahu mengenai dasar hukum pelibatan pusat lain di BKD dalam 

pen30isunan NA;

7. Kegiatan apapun yang ada di BKD bertujuan untuk mendukung 3 

(tiga) fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) sudah dilakukan dengan 

memperhatikan sopan santun dan etika (Etika Publik). Masukan dan 

saran yang diberikan oleh Kapus PUU dalam konsultasi dijadikan acuan 

dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi (Akuntabilitas) agar 

pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat mendudukung tugas dan fungsi 
Pusat PUU dalam penyusunan NA (Komitmen Mutu). Mengetahui dan 

menguraikan tahapan pembentukan undang - undang sebagai upaya 

untuk menambah pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas 

jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan [Komitmen 

Mutu).

Menguraikan tugas dan fungsi pusat lain selain Pusat PUU bertujuan 

untuk melihat bahwa adanya keterkaitan tugas dalam pelaksanaan 

penyusunan NA (WOG) sebagai wujud dukungan keahlian fungsi legislasi 
DPR RI, dalam hal ini tugas pusat lain yang diuraikan yaitu Pusat Panlak

UU (Pelayanan Publik).

Tahapan pembentukan Undang-Undang
Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang dalam UUD NRI 1945 yaitu

Pasal 1 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D.

1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-

11



Undangain), tahapan pembentukan undang-undang mencakup tahapan 

perencanaan, pen}aisunan, pembahasan, pengesahan dan 

pengundangan.

PROSES PEMBENTUKAN^ UNDANG-UNDANG

(^reslde^

I
II
l!.t© 

« |b
rill®
II li= ‘E 5 •Z « *
9 SP 
£

PERENCANAAN
P»S9i leUUNo. 12/2011

PROLEGNAS
Ps1104 »yat (1) TATIB

Jangkamenengah/ 
Stahunan

1 tehunan

PENYUSUNAN

XT

(Paul 20ayat (2)UU 
No. 12/2011)

PEMBAHASAN

£ © 

©

I
PENGESAHAN

XL
PENGUNDANGAN

Undang-Undang UU No. 12/2011. 
Ps11 angka 1

a. Tahapan perencanaan

Tahapan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam 

program legislasi nasional (Prolegnas) yang merupakan skala 

prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka 

mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan daftar Rancangan 

Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas didasarkan atas;

1) Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;

2) Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Perintah Undang-Undang lainnya;

4) Sistem perencanaan pembangunan nasional;

5) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
6) Rencana pembangunan jangka menengah;

7) Rencana keija pemerintah dan rencana strategis DPR; dan

8) Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

9) Memperhatikan RUU yang sempat diajukan sebagai usul inisiatif 

dan/atau sudah masuk dalam tahap pembahasan pada Masa 

Keanggotaan DPR RI sebelumnya.
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Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul 

RUU, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya. Bahwa materi yang diatur telah melalui 
pengkajian dan penyelarasan yang dituangakan dalam Naskah 

Akademik. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan 

Pemerintah yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan 

berdasarkan skala prioritas RUU. Penyusunan Prolegnas 

dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus 

menangani bidang legislasi yaitu Badan Legislasi (Baleg), dengan 

mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan 

/atau masyarakat. Penyusunan prolegnas dilingkungan Pemerintah 

dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Skema Penyusunan Prolegnas

Konsep Prolegnas Pemerintah 
I dikoordinasikan oleh KemenKumHam 
aasql 2] qyat (4) Jo. (2

20 Hari Keria

Konsep Prolegnas DP
dikoordinasikan oleh Baleg

Minasikan oleh BALEenyusunan Prolegnas

Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah ditetapkan 

dalam Rapat Paripuma DPR. Dalam Prolegnas dimuat daftar komulatif 

terbuka yang terdiri atas;

1) Pengesahan perjanjian intemasional tertentu;

2) Akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
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3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah Provinsi 

dan/atau Kabupaten/Kota; dan

5) Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- 

Undang (Perppu).

Dalam hal tertentu, DPR dan Presiden dapat mengajukan RUU diluar 

Prolegnas mencakup:

1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau 

bencana alam; dan

2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Baleg 

dan Menteri Hukum dan HAM.

b. Tahapan Penyusunan

RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden, RUU yang berasal dari 

DPR dapat berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). RUU yang 

diajukan hams disertai Naskah Akademik, kecuali terhadap RUU 

mengenai;

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2) Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang, atau
3) Pencabutan undang-undang atau pencabutan Perppu.

Terhadap RUU ini hams disertai dengan keterangan yang memuat 

pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Penyusunan Naskah 

Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan NA 

yang tercantum dalam Lampiran I UU Pembentukan Peraturan 

Pemndang-Undangan.
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PENYUSUNAN RUU USUL DPR  |

Anggota *

Komisi/
Gab.

Komisi

Ttd
Anggota

Dpt didukurtg 
Anggota lain

Rapat Komisi/ 
Gab. Komisi

----------------^

I1=^ ■ni=> USUL DPR

RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan 

komisi, atau Baleg atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan 

oleh Baleg sedangkan yang berasal dari Presiden dikoordinasikan 

oleh Menteri Hukm dan HAM. RUU yang diajukan oleh Presiden 

disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah 

nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya. RUU dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan 

DPD kepada pimpinan DPR dan hams disertai Naskah Akademik.

Mekanisme Penyusunan NA dan RUU Usui DPR

PLENO KOMISI

Pasal 116 (1) 
Peraturan 
DPR Rl nomor 
1 Tahun 2014 
tentang Tata 
Tertib

Membentuk PANJA

AKD Menetaokan Meniadi RUU Usui AKD

HARMONISASi DAN SINKRONISASI Dl BADAN
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RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada 

Pesiden, yang selainjutnya Presiden menugasi menteri yang mewakili 

untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling 

lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR 

diterima. RUU dari presiden diajukan dengan surat Presiden kepada 

pimpinan DPR yang memuat juga penunjukan menteri yang ditugasi 

mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama 

DPR. DPR mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lama 60 

(enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.

c. Tahapan Pembahasan RUU

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau 

menteri yang ditugasi, adapun pembahasan RUU yang berkaitan 

dengan;

1) Otonomi daerah;

2) Hubungan pusat dan daerah;

3) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;

4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya; dan

5) Perimbangan keuangan dengan mengikutsertakan DPD 

(dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I).

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang 

APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama.

Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat 

pembicaraan, yaing terdiri atas;
1) Pembicaraan tingkat I

Dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, rapat 
Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Pembicaraan tingkat 

I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut;
a) Pengantar musyawarah;

b) Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan

c) Penyampaian pendapat mini.

Dalam pengantar musyawarah DPR memberikan penjelasan dan

Presiden menyampsiikan pandangan jika RUU berasal dari DPR.
Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan
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pandangan jika RUU berasal dari Presiden. Daftar inventarisasi 

masalah diajukan oleh Presiden jika RUU berasal dari DPR atau 

DPR jika RUU berasal dari Presiden dengan membertimbangkan 

usul dari DPD. Penyampaian pendapat mini dilakukan pada akhir 

pembicaraan tingkat I oleh:

a) Fraksi;

b) DPD, jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD;

c) Presiden

2) Pembicaraan tingkat II

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan 

dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

a) Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, 

pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

b) Pernyataan persetujuaan atau penolakan dari tiap - tiap fraksi 

dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat 
paripuna; dan

c) Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh 

menteri yang ditugasi.

Dalam hal persetjuan tidak dapat dicapai secara musyawarah 

untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

suara terbanyak. RUU yang tidak mendapat persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan DPR masa itu.

RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR 

dan Presiden, dalam hal RUU yang sedang dibahas ditarik 

kembali maka hanya dapat ditarik kembali berdasarkan 

persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu dilaksanakan 

melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU, 

pencabutan Perppu dilaksanakan melalui mekanisme khusus.

d. Tahapan Pengesahan RUU

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan

menjadi Undang-Undang, yang penyampaiannya dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
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persetujuan bersama. RUU disahkan oleh Presiden dengan 

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama. 

Dalam hal RUU yang sudah disetujui bersama tidak di tandatangani 

oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tehitung 

sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah raenjadi 

Undang-Undang dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan 

berbunyi “Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan 

ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945. Kalimat pengesahan 

tersebut hams dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang 

sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembar 

Negara Republik Indonesia.

Dalam setiap undang-undang hams dicantumkan batas waktu 

penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai 

pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

e. Tahapan Pengundangan

Pengundangan Undang-Undang hams diundangkan dengan 

menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 

Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia.

Bahwa setiap tahapan pembentukan undang-undang 

mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

2. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 

sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018 tentang 

Pembahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD (UU MD3).

DPR berdasarkan Pasal 71 UU MD3 salah satunya berwenang 

membahas RUU yang diajukan Presiden atau DPR. DPR memilki tugas 

salah satunya menyusun, membahas, serta menyebarluaskan Prolegnas 

dan RUU.
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Pembentukan Undang-Undang

DPR memegang kekuasaan merabentuk undang - undang, 

pembentukan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kecuali yang ditentukan 

lain oleh UU MD3.

Usui RUU dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, 

atau Baleg. Usui RUU disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, 

pimpinan komisi, atau pimpinan Baleg kepada pimpinan DPR disertai 

daftar nama dan tanda tangan pengusul. RUU yang telah disiapkan oleh 

DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. RUU 

yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada 

pimpinan DPR. RUU yang berasal dari Presiden berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah diajukan kepada DPR dan pimpinan DPR menyampaikannya 

kepada pimpinan DPD. RUU yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD 

disertai dengan Naskah Akademik, kecuali RUU mengenai;

a. APBN;

b. Penetapan Perppu; atau
c. Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.

DPR memutuskan usul RUU dalam rapat paripurna berupa;
a. Persetujuan;

b. Persetujuan dengan pengubahan; atau

c. Penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, 

Baleg, atau panitia khusus untuk menyempumakan RUU

Pembahasan RUU oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus 

atau Baleg diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat 

diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR.

Tindak lanjut pembahasan RUU yang berasal dari DPR, Presiden 

atau DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitut Tingkat 

I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, rapat Badan 

Anggaran atau rapat panitia khusus dan tingkat II dalam Paripurna 

DPR. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut; 
a. Pengantar musyawarah
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b. Pembahasan daftar inventarisasi masadah

c. Penyampaian pendapat mini

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR 

dan Pemerintah dalam rapat paripuma DPR dengan kegiatan:

a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, 

pendapat mini DPD, dan basil pembicaraan tingkat I;

b. Pemyataan persetujuaan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan 

anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat 

paripurna; dan

c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yeing 

ditugasi.

Dalam hal RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPR 

dan Presiden, RUU tersebut tdak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

DPR masa itu.

3. Berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

(Tata Tertib DPR)

Dalam Tata Tertib DPR ini hanya menjabarkan apa yang sudah diatur 

dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan 

UU MD3. Tata Cara Pembentukan Undang-Undang diatur dalam Bab VI, 
Pasal 103 - Pasal 152)

RUU yang berasal dari DPR dapat diajukan oleh Anggota (satu anggota 

atau lebih), komisi, atau gabungan komisi dan Baleg sebagai usul 

inisiatif. Dalam penyusunan RUU, Anggota, komisi atau gabungan 

komisi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi 
panitia keija untuk menyempumakan konsepsi RUU.

Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU 

dilakukan oleh Baleg yamg meliputi aspek teknis, substansi, dan asas - 

asas pembentukan peraturan perundang - undangan. 

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari masa 

sidang sejak RUU diterima oleh Baleg. RUU yang telah dilakukan 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan 

oleh pengusul kepada Pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan 

pengusul dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan 

dalam rapat paripuma DPR.
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RUU yang diajukan oleh Anggota (satu anggota atau lebih), komisi, 

atau gabungan komisi dan Baleg diputuskan menjadi RUU dari DPR 

dalam rapat paripuraa DPR setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan 

pendapatnya. Keputusan tersebut dapat berupa;

a. Persetujuan tanpa perubahan;

b. Persetujuan dengan perubahan; atau

c. Penolakan.

Dalam hal keputusan rapat paripurna DPR tidak tegas menyatakan 

persetujuan dengan perubahan, RUU dianggap disetujui tanpa 

perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden. RUU 

disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan 

agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk 

melakukan pembahasan RUU bersama DPR. Untuk penyempumaan 

RUU tersebut Badan Musyawarah (Bamus) menugaskan kepada komisi, 

gabungan komisi, Baleg, atau panitia khusus dan dilakukan dengan 

memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan dalam rapat 

paripurna DPR. Selain itu, penugasan juga didasarkan atas 

pertimbangan usul RUU dan materi muatan RUU dengan ruang lingkup 

komisi. Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup 

satu komisi, penyempumaan ditugaskan kepada komisi tersebut, 

apabila materi muatan termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, 

penyempumaan ditugaskan kepada gabungan komisi dan apabila lebih 

dari 2 (dua) komisi, penyempumaan ditugaskan kepada Baleg atau 

panitia khusus.

Penyempumaan RUU yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi,

Baleg, atau panitia khusus melakukan penyempumaan RUU dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari masa sidang, dan dapat

diperpanjang oleh Bamus berdasarkan permintaan tertulis pimpinan

komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Baleg, atau pimpinan
panitia khusus. Perpanjangan jangka waktu yaitu 20 (dua puluh) hari

masa sidang. Apabila setelah waktu perpanjangan RUU belum selesai,

RUU hasil keputusan rapat paripurna DPR dianggap telah

disempurnakan dan selanjutya dikirimkan kepada Presiden. Komisi,
gabungan komisi, Baleg atau panitia khusus menyampaikan RUU hasil
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penyempumaan dengan surat kepada pimpinan DPR, yang selanjutnya 

pimpinan DPR menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan 

permintaan Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili dalam 

melakukan pembahasan RUU. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) 

hari Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama 

DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk 

menentukan tindak lanjut.

Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan. Ada 

2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu;

a. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, 

rapat Badan Anggaran (membahas RUU tentang APBN) atau rapat 
panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden. 

Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia 

keija, rapat tim perumus/tim kecil dan/atau rapat tim sinkronisasi. 

Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan tingkat I dilakukan 

dengan acara;

1) pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, 

panitia khusus, atau Badan Anggaran;
2) laporan panita keija;

3) pembacaan naskah rancangan undang-undang;

4) pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan 

DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan 

kewenangan DPD;

5) penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan

6) pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan 

Tingkat II.
b. Tingkat II dalam Paripurna DPR.

Hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan RUU yang dilakukan 

oleh komisi, gabungan komisi, Baleg, panitia khusus, atau Badan 

Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan 

pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam 

rapat paripurna DPR yang didahului oleh;

1) penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, 
pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
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2) pemyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan 

anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripuma 

DPR; dan

3) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang 

mewakilinya.

Komisi, gabungan komisi, Baleg, panitia khusus atau Badan Anggaran 

membahas RUU berdasarkan penugasan Badan Musyawarah. 

Penugasan tersebut diputuskan setelah mempertimbangkan:
1) Pengusul RUU

2) Penugasan penyempumaan RUU;

3) Keterkaitan materi muatan RUU dengan ruang lingkup tugas komisi; 
dan

4) Jumlah RUU yang ditangani oleh komisi atau Baleg.

RUU yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 1 (satu) 

komisi, penugasan, pembahasannya diserahkan kepada komisi 

tersebut, apabila materi muatan termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) 

komisi, pembahasan ditugaskan kepada gabungan komisi dan apabila 

lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasan ditugaskan kepada Baleg atau 

panitia khusus. Pembahasan RUU ditugaskan Baleg atau panitia 

khusus dengan ketentuan yaitu jumlah rancangan undang-undang yang 

ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal, komisi sedang 

menangani rancangan undang-undang yang mengandung materi 

muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama, 

atau sebagiein besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa 

panitia khusus.

Dalam pembahasan RUU komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan 

Anggaran, dan panitia khusus dibantu oleh Badan Keahlian DPR.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPR, dalam 

mempersiapkan RUU, Anggota DPR dapat meminta dukungan dari 

Badan Keahlian DPR. Pusat di Badan Keahlian yang melaksanakan 

dukungan perancangan undang - undang yaitu Pusat Perancancangan 

Undang-Undang (Pusat PUU).

23



Tugas Pusat Perancangan ITU dalam melakukan Penyiapan NA 

dan Penyusunan RUU

Pusat PUU berdasarkan Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian 

melaksanakan dukungan keahlian salah satunya yaitu melakukan 

penyiapan NA dan Penyusunan RUU. Pen}aapan NA dan penyusunan RUU 

dilakukan atas permintaan Alat Kelengkapan DPR atau anggota DPR. 
Pen)dapan NA dan penyusunan mengacu kepada:

a. Daftar Prolegnas lima tahunan dan daftar Prolegnas prioritas 

tahunan; dam

b. Ketentuan teknis yang diatur dalam lampiran undang-undang 

mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pen}dapan NA dan pen30isunan RUU, pusat PUU membentuk 

tim yang terdiri dari Perancang UU, peneliti, Analis APBN, analis hukum, 

analis kebijakan, tenaga Ahli Alat kelengkapan DPR, pakar. Pusat PUU 

dalam melakukan penyiapan NA dan penyusunan RUU melakukan kajian, 

telaah, pengumpulan, bahan, data, dan informasi, seminar, 
workshop/lokakarya, focus group discussion, serta konsultasi publik untuk 

mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta 

masyarakat. Konsep NA dan RUU yang telah disusun disampaikan kepada 

Alat Kelengkapan DPR atau Anggota DPR yang mengajukan permintaan 

untuk mendapat masukan dan tanggapan yang selanjutnya 

disempurnakan berdasarkan masukan dan tanggapan tersebut. Pusat PUU 

menyampaikan NA dan RUU yang telah disempurnakan kepada Kepala 

Badan Keahlian untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR atau 

Anggota DPR yang bersangkutan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Panlak UU dalam melakukan 

Pemantauan Pelaksanaan UU

Pusat Panlak UU adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi Badan Keahlian DPR yang mempunyai tugas untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang tugas DPR RI di bidang pengawasan 

dan pemantauan pelaksanaan UU dan dukungan penanganan perkara 

pengujian UU di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Pimpinan 

DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian
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Badan Keahlian dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang 

meliputi:

a. Pemantauan pelaksanaan undang-undang;

b. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;

c. Penanganan perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945; dan

d. Pendampingan tim kuasa DPR dalam persidangan di Mahkamah 

Konstitusi.

Dukungan pemantauan pelaksanaan UU sebagaimana huruf a dan b dapat 

dilakukan atas permintaan atau tanpa permintaan alat kelengkapan DPR.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU, Pusat Panlak UU 

melakukam inventarisasi terhadap UU yang akan dilakukan pemantauan. 

Hasil inventarisasi disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian untuk 

diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR terkait untuk mendapatkan 

rekomendasi dan tindak lanjut. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dan 

tindak lanjut tersebut Pusat Panlak UU melakukan pemantauan 

pelaksanaan UU dan membentuk tim yang terdiri dari Perancang UU, 

peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat 

Kelengkapan DPR dan pakar. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU, 

Pusat Panlak UU melakukan kajian, telaah, pengumpulan, bahan, data, 

dan informasi, seminar, workshop/lokakarya, focus group discussion, serta 

konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari 

kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat. Hasil pemantauan 

pelaksanaan UU disampaikan oleh Kepala Pusat Panlak kepada kepala 

Badan Keahlian untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR yang 

berkaitan.

Keterkaitan antara Tugas Pokok Fungsi Pusat PUU dengan Pusat 

Panlak UU
Pusat PUU dalam melaksanakan Penyiapan NA dan penyusunan RUU 

dilakukan dengan mengacu pada Standart Operating Procedure (SOP) No. 

PU/4_56/SETJENDPR RI/8/2016 (Lampiran lb).
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Dalam kegiatan 4 huruf a penyusunan NA dan RUU yaitu melakukan 

pengumpulan bahan kepustakaan dan melakukan kajian dan telahaan 

bahan kepustakaan terkait dengan urgensi RUU. Bahwa dalam melakukan 

pengumpulan bahan kepustakaan tersebut, tim penyusun NA dan RUU 

dapat memanfaatkan data hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang 

yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU yaitu Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah bahan pustaka untuk membuat kajian dan 

telahaan terkait urgensi RUU yang akan disusun.

Keterkaitan antara Pusat PUU dan Pusat Panlak UU yaitu bahwa dalam 

melaksanakan tugas PUU untuk penyiapan NA dan RUU dapat 

memanfaatkan output hasil pemantauan pelaksanaan UU yang merupakan 

tugas Pusat Panlak sebagai salah satu referensi kepustakaan. Adanya 

keterkaitan antara kedua pusat ini merupakan salah satu bentuk 

dukungan fungsi DPR di bidang legislasi.

Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan para Korbid 

Perancang UU (Bidang Polhukham, Ekuinbang dan Kesra) terkait 

dengan daftar NA dan RUU yang disusun pada tahun 2018.

1. Koordinasi dengan Korbid Perancang Ekuinbang (Ekonomi, 

Keuangan, Industri dan Pembangunan) yaitu Akhmad Aulawi, S.H., 

M.H yang dilakukan pada Senin, 28 Mei 2018 (Lampiran Ic).
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Berkomunikasi dengan Korbid Ekuinhang (28/05/2018)

2. Koordinasi dengan Korbid Perancang Polhukham (Politik, Hukum 

dan Hak Asasi Manusia) yaitu Mardisontori, S.Ag., LL.M yang 

dilakukan pada Rabu, 30 Mei 2018 (Lampiran Id).

Berkomunikasi dengan Korbid Polhukham (30/05/2018)
3. Koordinasi dengan Korbid Perancang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) 

yaitu Najib Ibrahim, S.Ag., M.H yang dilakukein pada Kamis, 31 Mei 
2018 (Lampiran le).
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Berkomunikasi dengan Korbid Kesra (31/05/2018)

Dalam melakukan koordinasi dengan para Korbid Perancang UU sudah 

dilakukan dengan memperhatikan sopan santun dan etika (Etika Publik). 

Data dan informasi yang diterima dari para Korbid mengenai NA dan RUU 

yang sedang disusun masing-masing bidang serta nama Ketua Tim 

Penyusunnya sudah direkap dan disusun dengan rapi dan teliti (Komitmen 

Mutu).

b) Tahapan Kegiatan 2

Membuat Draft Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun,

Data dan informasi yang diperoleh dari koordinasi dengan para Korbid 

Perancang UU terkait dengan NA dan RUU yang sedang disusun 

selanjutnya dibuat daftar NA dan RUU yang sedang disusun Pusat PUU 

tahun 2018. Kegiatan penyusunan ini dilakukan pada hari Senin, 4 Juni 
2018.
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Draft daftar Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Dalam melakukan penyusunan daftar tersebut NA dan RUU yang disusun 

pada tahun 2018 oleh Pusat PUU sudah sesuai dengan data dan informasi 

yang diperoleh dari basil koordinasi {Akuntabilitas). Penyusunan daftar 

ini sudah dilakukan dengan teliti (Komitmen Mutu). 

c) Tahapan Kegiatan 3

Finalisasi Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun.

Finalisasi daftar NA dan RUU yang disusun oleh Pusat PUU tahun 2018 

dilakukan dengan mencetak draft yang sudah di buat dalam Ms. Word. 

Pencetakan ini dilakukan pada Kamis, 7 Juni 2018. Daftar NA dan RUU 

yang disusun oleh Pusat PUU tahun 2018 merupakan output kegiatan 1 

(Lampiran II).
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Print out daftarNA dan RUU yang sedang disusun tahun 2018

Pencetakan draft NA dan RUU yang sedang disusun oleh Pusat PUU tahun 

2018 dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh
(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas).

Manfaat adanya kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan dari 

Peserta terkait dengan kegiatan penyusunan NA dan RUU yang disusun tiap 

bidang perancangan undang - undang di Pusat PUU. Informasi mengenai NA 

dan RUU yang disusun oleh Pusat PUU berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Pusat PUU dalam menyiapkan penyusunan NA dan RUU untuk 

mendukung fungsi DPR dibidang legislasi.

Apabila dalam melaksanakan konsultasi dengan Kapus PUU dan 

koordinasi dengan para Korbid Perancang UU tidak memperhatikan nilai-nilai 

etika dan sopan santun maka akan membuat tidak nyaman dan tidak 

menunjukan tata cara berkomunikasi yang baik dengan pihak yang memiliki 

jabatan yang lebih tinggi (atasan). Dalam men30isun daftar NA dan RUU yang 

sedang disusun dengan tidak teliti dan tidak sesuai dengan data dan 

informasi yang sudah diterima maka daftar NA dan RUU tersebut tidak dapat 

dipertanggung jawabkan sebaga suatu output kegiSitau yang valid.

Hambatan dan tantangan yang dirasakan pada pelaksanaan kegiatan ini 

yaitu dalam mencari informasi terkait dengan proses pembentukan undang- 

undang di DPR karena hams melihat beberapa peraturan yaitu UU tentang 

Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangan, UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

2. Kegiatan 2

Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi UU yang sudah 

dilakukan oleh Pusat Panlak UU. 
a) Tahapan Kegiatan 1

Koordinasi dengan atasan (Kapus PUU) untuk meminta izin dalam 

melakukan kunjungan dan iventarisasi data di Pusat Panlak UU.

Koordinasi dengan Kapus PUU terkait dengan izin untuk melakukan 

diskusi dan meminta data serta informasi di Pusat Panlaik UU sudah 

dlilakukan bersamaan dengan konsultasi awal pada Senin, 28 Mei 2018 

(kegiatan 1, tahap kegiatan 1). Selanjutnya berdasarkan izin tersebut maka
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arahan dari Kapus PUU adalah berkoordinasi dengan pihak tata usaha 

untuk dibuatkan nota dinas.

Konsultasi dan permohonan izin kepada Kapus PUU (28/05/2018) 

b) Tahapan Kegiatan 2

Meminta surat Diposisi kepada Kepala Subbagian TU Pusat PUU (Kasubag 

TU).

Berdasarkan arahan yang sudah diberikan oleh Kapus PUU terkait dengan 

izin untuk melakukan diskusi dan memperoleh data serta inforraasi terkait 

dengan daftar hasil kajian analisis dan evaluasi UU Pusat Panlak UU, 
selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah meminta nota dinas kepada 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Pusat PUU yaitu Ibu Sagung 

Agung Putu S.Y., S.H., M.H. pada Jumat, 22 Juni 2018. Nota dinas yang 

sudah ditanda tangani oleh Kapus Pusat PUU pada Senin, 25 Juni 2018 

(Lampiran 2a).
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Permohonan pemhuatan Nota dinas (25/06/2018)

Dalam melakukan komunikasi dengan Kasubbag TU Pusat PUU harus 

menyampaikan maksud dan tujuan melakukan diskusi dan pencarian data 

di Pusat Panlak, agar nota dinas yang dibuat dapat sesuai tujuan dan 

arahan yang sudah diberikan Kapus (Akuntabilitas). Adanya nota dinas 

ini merupakan suatu bentuk tertib adminsistratif (Pelayanan Publik) 

dalam pelaksanaan koordinasi antar Pusat di Badan Keahlian DPR (WOG).

c) Tahapan Kegiatan 3

Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Kapus Panlak UU untuk 

menginventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah 

dilakukan Pusat Panlak.

Pada Selasa, 26 Juni 2018 bertemu dengan Kapus Pusat Panlak UU 

(Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H) untuk koordinasi awal dan 

menanyakan terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan diskusi dan 

pengumpulan data serta informasi mengenai hasil kajian analisis dan 

evaluasi yang sudah dilaksanakan Pusat Panlak UU.
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Koordinasi awal dengan Kapus Panlak UU (26/06/2018)

Berdasarkain hasil koordinasi awal maka pelaksanaan diskusi dan 

pengumpulan data serta infomasi di Pusat Panlak UU dilakukan pada 

Jumat, 29 Juni 2018.

Sebelum melaksanakan diskusi dengan Kapus PUU beserta jajaran, saya 

melakukan koordinasi dengan Kasubbag TU Pusat Panlak UU Ibu Dahliya 

Bahnan S.H., M.H. dan mem follow up Nota Dinas yang dikirimkan dari TU 

Pusat PUU kepada TU Pusat Panlak UU. Koordinasi ini dilakukan pada 

Jumat, 29 Mei 2018.

Berkomunikasi dengan Kasubbag TU Pusat Panlak UU (29/06/2018)

Diskusi dengan Kapus Pusat Panlak UU beserta jajaran dihadiri oleh Kapus 

Pusat Panlak UU, Koordinator bidang Pemantauan UU Poedji Purwanti, 
S.H, dan para Analis Hukum Reza Azhari, S.H., LL.M. dan Ira Chandra 

Puspita, S.H., M.H (Lampiran 2b).
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Diskusi dengan Pusat Panlak UU (29/06/2018)

Diskusi ini didahului dengan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan 

diskusi dengan Pusat Panlak UU dan penjelasan mengenai rancangan 

aktualisasi. Adapun pembahasan dalam diskusi ini terkait dengan:

1. Kegiatan NA dan RUU yang kegiatan penyusunan NA dan RUU yang 

kurang memanfaatkan hasil kajian analisis dan evaluasi UU Pusat 

Panlak UU sebagai salah satu referensi.

2. Inventarisasi daftar kajian analisis dan evaluasi UU yang telah 

dilakukan oleh Puspanlak UU.

Bahwa dalam diskusi ini Kapus Pusat Panlak UU didasarkan pada 

pertanyaan yang diajukan (Lampiran 2c).

Isn AktMllMsi dalam rasfka Kabitoaai CPN6

■PeitW'Buiwi Akniiemik dan foi.saL
EmoncAngaa A'ndflogiVmlRng kiifong Hasil Kfijiao.
Aoalims dw. _E>jOHasL Uiickvig-Uiidwig. oleh Pemwtnuan PeWcsnoasa.
Uodant-yndarigsehagw Salah SaiuBeferwei.'

DAFTAR PERTANYAAN

I Bagaironna makanisma panulihan undMig-ucdang yang akan dilakukan 
pemamauan?

2. Bogaimona makanisma pcnyebaraa hasil output Puspanlak Ikhususnya 
Hasil Kajian Analisia don Evaluasi Undang-UndangJ

3. Apakah dalam SOP Puiwuilak adn yang barkaitan dengan PvisaS lain di 
Bad an KeahUan?

4. Bagaimana pendapat Bapnk Kapus Panlak terkait dengan cara untuk 
ptgtasksimeJtoin pemanfaatan output pusst-pusoi di bad an keahUan ?

Daftar pertanyaan yang diajukan dalam diskusi dengan Pusat Panlak UU
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Hasil diskusi tersebut yaitu dalam pemilihan undang-undang yang akan 

dipantau, Pusat Panlak UU memperhatikan prolegnas long list, putusan 

dari pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan 

masyarakat. Mengenai penyebaran hasil penyebaran Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU, Pusat memiliki SOP tersendiri (Lampiran 2d). Bahwa 

dalam SOP pelaksanaan pemantauan pelaksanaan undang-undang, kaitan 

dengan pusat lain di Badan Keahlian yaitu dalam hal penyebaran Hasil 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU, dimana salah satu tahapan dalam 

pelaksanaan pemantauan tersebut adalah memberikan hasil kegiatan ke 

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pusat-pusat di Badan Keahlian dan 

Sekretariat Jenderal (tingkat Eselon II). Pendapat Kapus Pusat Panlak 

terkait dengan cara pemanfataan hasil output antar pusat di Badan 

Keahlian yaitu harus ada keaktifan dalam mencari informasi hasil 

beberapa output pusat-pusat di Badan Keahlian dengan mengakses 

website masing-masing pusat.

Bahwa masukan dari Kapus Panlak UU untuk meningkatkan pemanfaatan 

output Pusat Panlak UU adalah dengan memasukkan tahap evaluasi dalam 

siklus pembentukan undang-undang dan ini perlu ada perubahan UU No. 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Output Puspanlak yang berupa Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang- 

Undang dan Hasil Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK ditujukan untuk 

mendukung fungsi pengawasan dan perancangan Undang-Undang. 

Beberapa output F^usat Panlak UU yang sudah digunakan dalam 

perancangan UU yaitu hasil pemantauan UU Kehutanan, UU 

Penanggulangan Bencana dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan hasil diskusi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

Penyebaran Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU hanya sampai tingkat
eselon II dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran untuk pencetakan

tersebut, jadi tidak memungkinkan untuk memberikan kepada orang-
perorang di Sekjen dan BKD. Penyampaian yang hanya sampai tingkatan

eselon II ini membuat tidak semua pihak contohnya para Perancang UU

mengetahui adanya pemantauan pelaksanaan suatu undang-undang oleh

Pusat Panlak dan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dibuat
Pusat Panlak. Adapun usaha yang dilakukan Pusat Panlak untuk

mempublikasikan hasi output tersebut yaitu dengan mengupload di
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website Pusat Panlak UU dan melibatkan beberapa perancang dan peneliti 

dalam tim pemantauan undang-undang.

Dalam melakukan koordinasi dengan Kapus dan Kasubbag TU Panlak UU 

terkait pelaksanaan diskusi dengan Pusat Panlak UU dilakukan dengan 

memperhatikan nilai-nilai sopan santun dan etika (Etika Publik). diskusi 

yang dilakukan juga hams tetap memperhatikan maksud dan tujuan yang 

sudah disampaikan dalam Nota Dinas (Akunt€ibilit€is), Bahwa dalam 

menjelaskan maksud dan tujuan adanya diskusi dan inventarisasi daftar 

Hasil Kajian Analisis dan Evalusasi kepada Kapus Pusat Panlak UU juga 

dijelaskan bahwa inventarisasi tersebut dilakukan dalam rangka sinergitas 

dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR antara Pusat PUU dengan 

Pusat Panlak UU (WOG).

d) Tahapan Kegiatan 4

Membuat Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat 
oleh Pusat Panlak UU

Berdasarkan hasil diskusi dengan Pusat Panlak UU, data dan informasi 

yang didapatkan terkait dengan daftar undang-undang yang sudah 

dilakukan pemantauan oleh Pusat Panlak UU selanjutnya diinventarisasi 

dan disusun daftar undang-undang yang sudah dilakukan pemantauan. 
Penyusunan ini dilakukan pada Senin, 9 Juli 2018.

Penyusunan Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
(9/07/2018)
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Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

Pembuatan daftar hasil inventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi 

UU hams sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Pusat Panlak UU, 

adanya kesesuaian antara informasi yang diterima dan hasil laporan yang 

dibuat, bertujuan agar daftar tersebut dapat dipertanggung jawabkan
(Akuntabilitas).

e) Tahapan Kegiatan 5

Finalisasi Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh 

Pusat Panlak UU.

Finalisasi dilakukan dengan mencetak draft Daftar Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU. Pencetakan ini dilakukan pada Kamis, 12 Juli 2018. 
Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang disusun oleh Pusat 

Panlak UU mempakan output keg^aXan 2 (Lampiran 2e).

Mencetak Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU (12/07/2018)
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Print out Daftar Hasil Kajian Analisis dan Bvaluasi UU

Finalisasi Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sudah dilakukan 

dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh (Komitmen Mutu dan 

Akuntabilitas).

Manfaat adanya kegiatan ini adalah mengetahui SOP pelaksanaan 

pemantauan undang-undang oleh Pusat Panlak UU dan mekanisme 

pemilihan undang-undang yang akan dilakukan pemantauan, mengetahui 

peran Pusat Panlak UU dalam dukungan pelaksanaan fungsi DPR di bidang 

legislasi dan pengawasan. Bahwa dengan mengetahui adanya daftar 

undang-undang yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Panlak UU 

dapat menjadi informasi untuk para perancang undang-undang di Pusat 

PUU untuk dapat memanfaatkan hasil kajian dari pemantauan tersebut 
sebagai salah satu tambahan data dalam pelaksanaan penyusunan NA dan 

RUU. Adanya kegiatan ini juga bermanfaat sebagai salah satu bentuk 

sinergitas pelaksanaan dukungan keahlian untuk AKD dan Anggota DPR 

RI, karena hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Panlak UU dapat 

menjadi salah satu tambahan data dalam pelaksanaan penjnasunan NA dan 

RUU oleh Pusat PUU. Selain itu manfaat lain dari kegiatan ini adalah 

memperkuat koordinasi antara Pusat PUU dan Pusat Panlak UU sebagai 
elemen penting di BKD dalam melaksanakan dukungan keahlian bagi DPR.
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Apabila dalam melaksaneikan diskusi dan inventarisasi di Pusat Panlak 

UU tidak sesuai dengan arahan dan izin yang sudah diberikan oleh Kapus 

PUU melalui Nota Dinas hal ni menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan peserta telah melanggar arahan yang telah disepakati 

antara peserta dan Kapus selaku atasan. Pelaksanaan diskusi dan 

koordinasi dengan pihak Pusat Panlak UU baik Kapus maupun Kasubbag 

TU Pusat Panlak UU tidak memperhatikan nilai-nilai etika dan sopan 

santun maka akan membuat tidak nyaman dan tidak menunjukan tata 

cara berkomunikasi yang baik dengan pihak yang memiliki jabatan yang 

lebih tinggi (atasan). Dalam menyusun daftar Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU yang sudah disusun dengan tidak teliti dan tidak sesuai 
dengan data dan informasi yang sudah diterima maka daftar Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebaga 

suatu output kegiatan yang valid.

Hambatan pelaksanaan kegiataan ini yaitu karena kegiatan ini 

menyangkut pihak eksternal dari Pusat PUU yaitu Pusat Panlak UU maka 

pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal Pusat Panlak UU 

sehingga pelaksanaan kegiatan maju 1 (satu) minggu dari jadwal yang 

direncanakan. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu 

mempelajari mekanisme keija di Pusat Panlak UU yang mempunyai SOP 

tersendiri dalam pelaksanaan dukungan keahlian di bidang pengawasan.

3. Kegiatan 3
Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian

Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak.

1) Tahapan Kegiatan 1
Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak 

UU.

Setelah menginventarisasi NA dan RUU yang sedang disusun tahun 2018 

oleh Pusat PUU dan menginventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi 
UU yang telah dilakukan oleh F>usat PUU, selanjutnya adalah melakukan 

sinkronisasi. Sinkronisasi dilakukan terhadap output Kegiatan 1 dan
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output kegiatan 2. Pelaksanaan sinkronisasi dimulaii pada Rabu, 18 Juli 
2018.

Sinkronisasi terhadap output kegiatan 1 dan output kegiatan (18/07/2018)

-------- -I n—I

IV IC I lua

Hasil sinkronisasi antara output kegiatan 1 dan output kegiatan 2

Sinkronisasi antara output kegiatan 1 dan output kegiatan 2 dilakukan 

dengan teliti (Komitmen Mutu). Penyusunan hasil sinkronisasi juga 

berdasarkan data dan informasi yang diterima (Akuntabilitas). Adanya 

keterkaitan yang erat antara output kegiatan 1 yang merupakan produk 

Pusat PUU dan output kegiatan 2 yang merupakan produk Pusat Panlak 

UU mencerminkan bahwa dukungan keahlian yang diberikan oleh suatu 

pusat kepada dewan juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

dukungan pelaksanaan tugas pusat lain (WOG). Adanya sinkronisasi ini 
dapat menjadi informasi yang akan meningkatkan dan memudahkan
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penyusunan NA dan RUU agar lebih efektif dan efisien (Komitmen Mutu 

dan Pelayanan Publik).

2) Tahapan Kegiatan 2

Membuat Draft Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai 

dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.

Kegiatan selanjutnya yaitu menelusuri keterkaitan RUU yang sedang 

disusun dengan beberapa materi dalam undang-undang (dilihat dalam 

BAB III draft Naskah Akademik). Kegiatan ini dilakukan pada Kamis, 2 

Agustus 2018 yang dilakukan dengan melihat draft Naskah Akademik yang 

sudah di upload dalam website Pusat PUU 

http: / / pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index-na.
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Hasil penelusuran Bab III Naskah Akademik
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Setelah mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan NA dan RUU 

yang sedang disusun, maka selanjutnya adalah melakukan penelusuran 

terhadap daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU {output kegiatan 2) 

untuk mengetahui apakah ada Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang 

sudah dibuat Pusat Panlak UU dapat dimanfaatkan untuk pen3nisunan 

Bab in Naskah Akademik mengenai evaluasi dan analisis peraturan 

perundang-undangan terkait. Bahwa dari hasil penelusuran tersebut, ada 

beberapa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang memiliki keterkaitan 

dengan NA dan RUU yang sedang disusun. Hasil penelusuran tersebut 

selanjutnya dibuat Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang 

sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun (Lampiran 3a). 

Penyusunan dra/t matriks tersebut dilakukan pada Benin, 7 Agustus 2018.

*. ■ «n» 1, t «.n-. AilH -■

~ ~ r.._*
t>i,-ttvr KCfiui.vs 3

.J— .m.------f--------- - T—

NO Mw H«Bl Kaoan Analuat tUn C««]uui UV dm »«Un»

s VC No 8 Tabus I4W tcniast PwluKtunMD RVC Lihi UaM du
KcoMBai 8n*ku»qJ»tan

i VC pRonkcno Witayob
VC No >i tahun ;IXI0

• VC No Tohuil JW?
CV No Tahun JOO*

3 CU Ns 8 Tahua IM' latuant PiMokol
4 VC No. 33 Tahun 3003 iniumx f’ortuxtus^a

Anak
5 ftTu S J5 T-hMo vooo .Pn.Voo 1 1

Draft Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang
sedang atau akan disusun

Bahwa tahapan kegiatan 2 ini lebih rinci dibandingkan tahapan kegiatan 

1, hal ini karena penelusuran adanya keterkaitan antara NA dan RUU yang 

sedang disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU, tidak hanya 

dilihat dari yang memang memiliki keterkaitan secara langsung yaitu NA 

dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana tetapi juga yang dapat 

menjadi tambahan referensi kepustakaan dalam penyusunan Bab III 
Naskah Akademik.

Dalam melakukan penelusuran data tersebut sudah dilakukan dengan 

teliti dan rapi (Komitmen Mutu) serta penulusuran ini dalam rangka
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menambah informasi untuk penyusunan NA dan RUU yang sedang 

disusun Pusat PUU (Pelayanan Publik).

3) Tahapan Kegiatan 3

Finalisasi Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai 

dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.

Finalisasi dilakukan dengan mencetak matriks tersebut. Pencetakan ini 

dilakukan pada Kamis, 9 Agustus 2018. Matriks Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun 

merupakan kegiatan 3 (Lampiran 3b).
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Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU
yang sedang disusun

Finalisasi Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai 

dengan NA dan RUU yang sedang disusun sudah dilakukan dengan teliti 

dan sesuai dengan data yang diperoleh (Komitmen Mutu dan 

Akuntabilitas).

Manfaat adanya kegiatan ini yaitu dapat mengetahui bahwa Hasil 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dibuat Pusat Panlak UU ada 

yang dapat dijadikan salah satu referensi bahan kepustakaan dalam 

penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU. Selain dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan NA dan RUU, adanya 

keterkaitan ini juga dapat mendukung integrasi kegiatan pelaksanaan 

tugas antar pusat di BKD khususnya Pusat PUU dan Pusat Panlak UU.
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Apabila dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan pembuatan 

matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan 

RUU yang sedang disusun tidak teliti dan sesuai dengan data yang sudah 

ada maka matriks tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebaga 

suatu output kegiatan yang valid.

Hambatan pelaksanaan kegiataan ini yaitu bahwa tidak semua NA dan 

RUU yang sedang disusun oleh Pusat PUU sudah selesai draft nya dan di 

upload dalam website Pusat PUU http: / /pusatpuu.dpr.go.id/simas- 

puu/index-na sehingga tidak semua daftar NA dan RUU yang sedang 

disusun dapat ditelusuri mengenai undang-undang terkait (Bab III Naskeih 

Akademik).

4. Kegiatan 4

Melakukan inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang 

dapat digunakan sebagai ssdah satu referensi penyusunan NA dan RUU. 
a) Tahapan Kegiatan 1

Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan inventarisasi terhadap matriks 

kesesuaian (Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai 

dengan NA dan RUU yang sedang disusun) yang dilakukan pada Selasa, 14 

Agustus 2018. Inventarisasi ini dilakukan untuk memilih Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU yang dapat dimanfaatkan secara langsung 

sebagai salah satu referensi untuk penyusunan NA dan RUU, dan setelah 

inventarisasi ini maka diputuskan bahwa pen5oisunan NA dan RUU yang 

dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yaitu 

Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Bahwa 

draft NA dan RUU tersebut belum disusun sehingga adanya Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana dapat menjadi salah 

satu referensi yaitu dapat menjadi data awal dalam melakukan 

penyusunan NA dan RUU.
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Bahwa inventarisasi ini dilakukan dengan teliti dan berdasarkan 

pertimbangan bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU tersebut dapat 

benar-benar dimanfaatkan dalam Penyusunan NA dan RUU, raengingat 

ada beberapa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU ada yang memiliki 

keterkaitan dengan NA dan RUU yang disusun namun tidak semuanya 

dapat dimanfaatkan secara langsung (Komitmen Mutu, Akuntabilitas). 

Inventarisasi ini juga bertujuan untuk memudahkan penyusunan NA dan 

RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU karena menambah informasi terkait 

bahan kepustakaan (Komitmen Mutu, Pelayanan Publik).

b) Tahapan Kegiatan 2

Membuat draft daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi.

Seteiah memilih Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan 

Bencana sebagai salah satu referensi Penyusunan NA dan RUU Perubahan 

UU Penanggulangan Bencana, tahapan selanjutnya yaitu membuat draft 

daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah satu referensi. Kegiatan ini dilakukan pada 

Senin, 20 Agustus 2018.
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Draft Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Kajian Analisis dan Evaluasi UU
sebagai salah satu referensi

Penyusunan draft Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi dilakukan dengan 

rapi dan teliti (Komitmen Mutu).

c) Tahapan Kegiatan 3

Finalisasi daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi

Finalisasi daftar dilakukan dengan mencetak draft daftar tersebut. 

Pencetakan ini dilakukan pada Jumat, 24 Agustus 2018. Daftar NA dan 

RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai 

salah satu referensi mempakan ou^ut kegiatan 4 (Lampiran 4).
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Finalisasi Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi sudah dilakukan dengan teliti 

dan sesuai dengan data yang diperoleh (Komitmen Mutu dan 

Akuntabilitas). Bahwa dari daftar tersebut menunjukan bahwa hasil 

kegiatan Pusat Panlak dapat mendukung pelaksanaan tugas Pusat PUU 

(WOG) selanjutnya output kegiatan 4 ini dapat menjadi rekomendasi untuk 

meningkatkan proses penyusunan NA dan RUU (Pelayanan Publik).

Manfaat adanya kegiatan ini yaitu dapat mengetahui bahwa dalam 

melaksakanan tugas Pusat PUU untuk menyiapkan NA dan RUU dapat 

memanfaatkan output Pusat Panlak UU sebagad tambahan referensi dapat 

meningkatkan kualitas NA dan RUU yang dihasilkan. Adanya kegiatan ini 

juga menunjukan bahwa adanya keterkaitan pelaksanaan dukungan 

keahlian oleh pusat - pusat di BKD.

Apabila dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi ini tidak dilakukan 

dengan teliti dan tidak berdasarkan pertimbangan bahwa Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan dalam 

Penyusunan NA dan RUU, maka informasi dan hasil kegiatan ini tidak 

dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi output kegiatan yang 

valid.

Hambatan pelaksanaan kegiataan ini yaitu meskipun ada beberapa 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang memiliki keterkaitan dengan NA dan 

RUU yang sedang disusun, namun yang memiliki keterkaitan erat hanya 

ada 1 (satu) yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan 

Bencana.

5. Kegiatan 5
Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat 

digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU 

kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU 

1) Tahapan Kegiatan 1

Melakukan konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid 

Perancang UU terkait dengan daftar NA dan RUU yang dapat 

memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu 

referensi.
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Setelah mengetahui bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU 

Penanggulangan Bencana dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi 

Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana, 

kegiatan selanjutnya adalah menyampaikan hal tersebut kepada Kapus 

PUU dan para Korbid. Penyampaian ini dilakukan pada Senin, 3 

September 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Dr. Inosentius Samsul 

S.H., M.Hum. (Kapus Pusat PUU), Akhmad Aulai, S.H., M.H. (Koordinator 

Perancang Bidang Ekuinbang), Chairul Umam, S.H., M.H., Teguh Nirmala 

Yekti, S.H., M.H dan para CPNS (Dahlia Andriani, S.H., Aryani 

Sinduningrum, S.H., Asma’ Hanifah, S.H., Aryudhi Permadi, S.H., M.H., 

Noval AH Muchtar, S.H., Shintya Andini Sidi, S.H.)

Penyampaian informasi kepada Kapus PUU (3/09/2018)
Dalam kegiatan penyampaian infomasi kepada Kapus PUU dan perwakilan 

Korbid Perancang UU harus dilakukan dengan memperhatikan nilai etika 

dan sopan santun (Etika Publik).
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2) Tahapan Kegiatan 2

Memberikan daftar NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi kepada Kapus 

Panlak UU.

Setelah mendapatkan kesimpulan bahwa dalam proses penyusunan NA 

dan RUU yang dilakukan Pusat PUU pada tahun 2018 dapat 
memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi yang sudah disusun 

Pusat Panlak UU, maka selanjutnya penyampaian infomasi tersebut selain 

kepada Kapus PUU juga kepada Kapus Puspanlak UU. Penyampaian ini 

dilakukan pada Selasa, 4 September 2018 dengan memberikan Daftar NA 

dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU 

sebagai salah satu referensi (ou^ut Kegiatan 4).

Penyerahan Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah satu referensi (4/09/2018)

Berkomunikasi dengan Kapus Panlak UU (4/09/2018)
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Dalam kegiatan ini, Kapus Panlak UU juga menyampaikan untuk 

mendukung pelaksanaan Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU 

Penanggulangan Bencana, Pusat Panlak UU mendelegasikan beberapa 

Analis Hukum untuk masuk kedalam Tim Pen}^sun NA dan RUU tersebut 

yaitu Reza Azhari, S.H., LL.M dan Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H. Jadi 

seiain adanya dukungan melalui dokumen kepustakaan yaitu Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan, juga ada dukungan dari 

sumber daya manusia yaitu Analis Hukum selaku penyusun Hasil Kajian 

Analisis tersebut.

Komunikasi dengan Kapus Panlak UU dilakukan dengan memperhatikan 

nilai etika dam sopan santun (Etika Publik). Dokumen yang diserahkan 

kepada Kapus Panlak UU juga hams berdasarkan informasi dan data yang 

valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas). Penyerahan 

dokumen bempa daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi mempakan bentuk 

pertanggungjawaban terhadap hasil kegiatan yang dikeijakan 

(Akuntabilitas). Bahwa adanya kegiatan ini mencerminkan adanya 

keterkaitan dan saling dukung dalam pelaksanaan tugas di BKD (WOG).

3) Tahapan Kegiatan 3

Berkoordinasi dengan Korbid untuk mengetahui Daftar Tim Penyusun NA 

dan RUU.

Kegiatan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan para Korbid Perancang 

UU terkait dengan daftar nama Tim Penyusun NA dan RUU. Namun daftar 

nama Tim Penyusun NA dan RUU sudah diberikan pada saat koordinasi 

pada kegiatan 1. Sehingga pada tahap kegiatan ini yang dilakukan adalah 

meminta SK Tim Penyusun NA dan RUU kepada Kasubbag TU Pusat PUU 

(Ibu Sagung Agung, S.H., M.H.) pada Senin, 3 September 2018 (Lampiran 

5a).
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Meminta SK tim kepada Kepala sub bagian tata usaha Pusat PUU (3/09/2018).

Berdasarkan data yang sudah diterima selanjutnya membuat daftar nama 

Tim Penyusun NA dan RUU pada Kamis, 6 September 2018 (Lampiran 5b).

Daftax Rama Tim Pcayuina Raakah Akademlk dan Rancaacu tTsdanf-Undang

POLHUKHAM 1. Tcgxth Niniiola Yckti, 
S.H.. M.H.

2. Yeni Hnndnyani. S.H., 
M.H.

3. Apmani Oowi Azis, 
S.H.

4. Mardisftntori, S.Aa.. 
LLM.

5. Puceri Hikmawati,
S.H.. M.H.

6. Radcn Pnharta
Budiprasotya Ekalava 
P. Y.. S.H.. M.Kn.

7. Yudarana Sukamo 
Putra, S.H.. LLM.

Draft Daftar Tim Penyusun NA dan RUU 

Dalam melakukan koordinasi dengan Korbid dan juga Kasubbag TU Pusat 

PUU harus dilakukan dengan memperhatikan nilai etika dan sopan santun 

(Etika Publik). Bahwa selain memperoleh data secara lisan, SK Tim 

Penyusun NA dan RUU juga diperlukan untuk memastikan kebenaran 

informasi (Komitmen Mutu dan Akuntabilitas). Bahwa berdasarkan 

informasi yang diterima terkait dengan daftar nama pen}aisun dapat dilihat 

bahwa tim penyusun terdiri dari beberapa pusat di BKD (WOG).
4) Tahapan Kegiatan 4

Memberikan Daftar Basil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat 

digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU 

kepada Tim Pen50isun NA dan RUU yang bersangkutan.
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Setelah mengetahui daftar nama Tim Penyusun NA dan RUU, kegiatan 

selanjutnya adalah bertemu dengan Ketua Tim Penyusunan NA dan RUU. 

Bahwa berdasarkan basil kegiatan 4, maka Tim Pen}^sun NA dan RUU 

yang ditemui yaitu Tim Penyusun Perubahan UU Penanggulangan 

Bencana yaitu Atisa Praharini, S.H., M.H (Ketua Tim Penyusun). 

Pertemuan ini dilakukan pada Rabu, 5 September 2018, pertemuan ini 

dilakukan untuk memberikan Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan 

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi.

Penyerahan Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah satu referensi (5/09/2018)

Bahwa dalam pertemuan ini juga membahas mengenai manfaat adanya 

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat Pusat Panlak UU 

khususnya UU Penanggulangan Bencana. Adapun manfaat yang dirasakan 

oleh Tim Pen5aasun NA dan RUU Perubahan Penanggulangan Bencana 

yaitu bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan 

Bencana dapat menjadi data awal dalam Penyusunan NA, data dan 

informasi dalam Kajian tersebut baik yang diperoleh dari pakar maupun 

pemantauan di daerah dapat menjadi tambahan data untuk pen}aisunan 

NA, dalam kajian tersebut juga terdapat bab mengenai sinkronisasi antara 

UU Penanggulangan Bencana dengan peraturan perundang-undangan 

yang terkait sehingga dapat membantu dalam perumusan draft RUU, 
informasi mengenai daerah pemantaun dapat bermanfaat agar dalam

52



melakukan pengumpulan data dan uji konsep tidak memilih daerah yang 

sama, dan meskipun tidak semua data dalam Kajian tersebut diambil 

namun cukup bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk Penyusunan

NA dan RUU (Lampiran 5c).

Diskusi dengan Ketua Tim Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU 

Penanggulangan Bencana (5/09/2018)

Namun manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU tidak dapat maksimal karena sulitnya dalam mengakses 

informasi. Menurut Atisa Praharini, S.H., M.H. bahwa informasi mengenai 
adanya Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana 

diketahui oleh beliau karena keterlibatannya pada saat pelaksanaan 

pemantauan UU Penanggulanggan Bencana. Jika tidak ikut terlibat dalam 

tim pemantauan UU Penanggulangan Bencana maka tidak mengetahui 

bahwa adanya output Pusat Panlak berupa Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU Penanggulangan Bencana.

Bahwa adanya keterbatasan informasi ini juga tidak hanya pada pusat 

Panlak UU dengan Pusat PUU namun diseluruh pusat di BKD. Output tiap 

pusat hanya di upload di website masing-masing pusat namun tidak 

adanya database produk seluruh pusat di BKD. Hal ini menyebabkan 

produk suatu pusat belum tentu diketahui oleh pusat lain secara
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keseluruhan sehingga output tiap pusat dapat menjadi outcome bagi pusat 
yang lainnya.

Diskusi dengan Ketua Tim Penyusun NA dan RUU dilakukan dengan 

memperhatikan nilai-nilai etika dan sopan santun (Etika Publik), bahwa 

yang diserahkan juga hams berdasarkan informasi dan data yang valid 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas). Informasi adanya 

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana dapat 

memudahkan dan meningkatkan kualitas Penyusunan NA dan RUU 

Pembahan UU Penanggulangan Bencana (Komitmen Mutu dan 

Pelayanan Publik). Bahwa dalam melakukan diskusi mengenai manfaat 

adanya Hasil Kajian Analisis dan Evalusi UU dan kekurangan akses 

informasi untuk mendapatkan hasil kajian tersebut tidak boleh memihak 

dan hams tetap objektif (Anti Korupsi).

Manfaat adanya kegiatan ini yaitu dapat memperkuat koordinasi antara 

Pusat PUU dan Pusat Panlak UU karena hasil kegiatan suatu pusat dapat 

menjadi dukungan bagi pelaksanaan tugas pusat lain di BKD. Kegiatan ini 

juga memudahkan Tim Penyusun NA dan RUU Pembahan UU 

Penanggulangan Bencana karena mengetahui adanya informasi mengenai 
Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana yang 

dapat dimanfaatkan. Selain itu dengan adanya kegiatan ini maka dapat 

mengetahui bahwa adanya keterbatasan akses informasi di BKD dapat 

menghambat integrasi hasil-hasil kegiatan yang sudah di buat oleh pusat- 

pusat.

Apabila dalam melaksanakan koordinasi dan diskusi dengan Korbid 

Perancang UU, Kasubbag TU Pusat PUU, Kapus Panlak UU dan Ketua Tim 

Penyusun NA dan RUU tidak dilakukan dengan memperhatikan nilai etika 

dan sopan santun maka akan membuat tidak nyaman dan tidak 

menunjukan tata cara berkomunikasi yang badk dengan pihak yang 

memiliki jabatan yang lebih tinggi (atasan). Dokumen yang diserahkan pada 

Kapus Panlak UU dan Ketua Tim Penyusun NA dan RUU hamsiah data 

yang valid dan berdasarkan infomasikan karena jika tidak maka data 

tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
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Hambatan pelaksanaan kegiataan ini yaitu mundumya kegiatan 

tahapan pelaksanaan karena padatnya jadwal dari para Kapus di BKD.

Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5, 
kegiatan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan Kapus PUU terkait 
dengan kesimpulan setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi. Koordinasi ini 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan dari pelaksanaan aktualisasi 
sudah tercapai. Koordinasi dengan Kapus PUU dilaksanakan pada Benin, 10 

September 2018 (Lampiran 5d).

,s<5.

Penyampaian Kesimpulan Hasil Aktualiasi (10/09/2018)

Adapun kesimpulan hasil kegiatan yaitu:
1) Penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU sudah 

memanfaatkan database internal BKD sebagai salah satu referensi 
contohnya yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh 

Pusat Panlak UU. Hasil Kajian yang dimanfaatkan yaitu yang berkaitan 

erat dengan NA dan RUU yang disusun contohnya dalam Penyusunan 

NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Namun dalam 

pemanfaatan ini belum maksimal karena informasi mengenai Hasil 
Kajian yang sudah dibuat oleh Pusat Panlak belum banyak diketahui 
oleh tim penyusun NA dan RUU. Penyebaran Hasil Kajian tersebut 
hanya sampai tingkat eselon II karena keterbatasan jumlah anggaran 

untuk pencetakan tersebut, jadi tidak memungkinkan untuk 

memberikan kepada orang-perorang di Sekretariat Jenderal dan BKD.
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2) Bahwa adanya keterbatasan akses informasi di BKD yang menyebabkan 

output suatu pusat belum dapat menjadi outcome bagi pusat lain. Output 
pusat hanya di upload di website masing-masing pusat dan belum adanya 

database seluruh produk BKD.

Bahwa menurut Kapus PUU adanya perbedaan antara kerangka 

analisis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pusat Panlak UU 

dalam Kajian Analisis dan Evaluasi UU dengan Naskah Akademik yang 

dibuat oleh Pusat PUU. Di Pusat Panlak UU acuan 1 (satu) undang-undang 

lalu menganalisis peraturan perundang-undangan dibawahnya, tetapi 
dalam bab III NA analisis undang-undang terkait tidak secara vertikal 
tetapi horizontal. Adanya keterkaitan antara NA dan RUU yang disusun 

dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU maka hasil kajian tersebut 
tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya, jadi harus ada riset - riset lain atau 

mencari bahan kepustakaan lain. Untuk adanya informasi output antar 

pusat maka harus ada unit di BKD yang mengelola semua output tiap 

pusat (dapat dikelola dibawah Tata Usaha BKD). Secara teknis seharusnya 

di website BKD ada pilihan menu terkait dengan updated produk tiap 

pusat. Oleh karena itu, harus ada manajemen informasi di BKD sehingga 

adanya kemudahan akses informasi antar bagian (pusat) dan ada 

kesamaan informasi yang disampaikan dan yang diterima.

Dalam rangka memperkuat kesimpulan, maka setelah melakukan 

koordinasi dengan Kapus PUU, selanjutnya untuk menambah data maka 

dilakukan diskusi dengan salah satu Perancang UU senior yaitu Ibu Wiwin 

Sri Rahyani, S.H., M.H (Lampiran 5e).
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Diskusi dengan salah satu Perancang UU senior

Diskusi ini dilakukan pada Selasa, 18 September 2018, adapun basil
diskusi tersebut yaitu:

1) Bahwa pemanfaatan Hasil Kajisin Analisis dan Evaluasi Undang- 

Undang yang di buat oleh Pusat Panlak UU dapat dimanfaatkan dalam 

penyusunan NA dan RUU, namun pemanfaatan tersebut tidak murni 

langsung di ambil dari Hasil Kajian tersebut. Hasil Kajian tersebut 
dijadikan basis atau tambahan literatur atau referensi bahan 

kepustakaan jika dianggap relevan dan dimasukan dalam bab-bab yang 

terkait, tidak hanya dalam BAB III Naskah Akademik, karena itu 

merupakan kajian jadi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan 

latarbelakang BAB I Naskah Akademik atau dalam landasan yuridis 

BAB rV Naskah Akademik.

2) Terkait kondisi saat ini, tidak ada integrasi antara pusat-pusat di BKD. 

Hasil kegiatan pusat di BKD meskipun sudah ada di website masing- 

masing pusat, idealnya ada database BKD yang dikelola oleh suatu 

admin yang berisi raengenai hasil-hasil kegiatan dari masing-masing 

pusat, tidak hanya untuk Pusat Panlak, tetapi juga pusat lain 

contohnya di Pusat Penelitian juga banyak menghasilkan hasil 

penelitian yang dapat digunakan pada saat men3oisun NA dan RUU.
3) Saat ini, Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi dari Pusat Panlak UU belum 

optimal digunakan dadam Penyusunan NA dan RUU karena kurangnya 

informasi terkait adanya kajian tersebut, kecuali jika dalam tim
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pen3aisunan NA dan RUU yang berkaitan ikut terlibat dalam mengikuti 

pemantauan UU. Contohnya pada saat penyusnan NA dan RUU 

Kehutanan, salah satu tim penyusun yaitu saudari Noor Ridha 

Widiyani, S.H pemah ikut terlibat juga dalam pemantauan UU tentang 

Kehutanan di Pusat Panlak UU sehingga dapat melakukan transfer 

knowledge terkait dengan hasil pemantauan tersebut, jika tidak ada 

maka tim akan kesulitan untuk mengetahui adanya hasil kajian 

Analisis dan Evaluasi UU Kehutanan.

Bahwa berdasarkan hasil diskusi tersebut, hasil yang diperoleh 

mendukung dan sesuai dengan kesimpulan yang ditarik oleh Penulis setelah 

melaksanakan aktualisasi kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5. Adanya 

pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Pusat PUU BKD yaitu pelaksanaan dukungan penyusunan 

NA da RUU.
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BAGIAN m.

JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No

17

Kegiatan/ 
Tahapan Kegiatan

MEI

IV

JUNI

II III IV

JULI

II III rv
AGUST

II II
I

I
V

SEPT
II
I IV

2.

Melakukan 
inventarisasi NA 
dan RUU yang 
sedang dan akan 
disusun oleh Pusat 
PUU.
a) Melakukan

konsultasi 
dengan Atasan 
(Kapus PUU) 
dan para
Korbid
Perancang UU 
terkait dengan 
NA dan RUU 
yang sedang 
dan akan
disusun dalam 
periode 1 tahun

b) Membuat Draft 
Daftar NA dan 
RUU yang
sedang dan
akan disusun.

c) Finalisasi
Daftar NA dan 
RUU yang
sedang dan
akan disusun.

Melakukan 
inventarisasi 
Kajian Hasil
Analisis dan
Evaluasi Undang- 
Undang yang
sudah dilakukan 
oleh Pusat Panlak 
UU.
a) Koordinasi 

dengan atasan 
(Kapus PUU) 
untuk meminta

■ '~i

v'

L
I
B
U
R

L
E
B
A
R
A
N

P
E
N
Y
U
S
u
N
A
N

L
A
P
O
R
A
N
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No

5.

Kegiatan/ 
Tahapan Kegiatan

sebagai salah 
satu referensi

c) Finalisasi
daftar NA dan 
RUU yang 
dapat
menjadikan 
Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi UU 
sebagai salah 
satu referensi

Memberikan 
Daftar Hasil Kajian 
Evaluasi dan
Analisis UU yang 
dapat digunakan 
sebagai salah satu 
referensi dalam 
penjaisunan NA 
dan RUU kepada 
masing-masing 
Tim Penyusun NA 
dan RUU
a) Melakukan 

konsultasi 
dengan Atasan 
(Kapus PUU) 
dan para
Korbid
Perancang UU 
terkait dengan 
daftar NA dan 
RUU yang 
dapat
memanfaatkan 
Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi UU 
sebagai salah 
satu referensi.

b) Memberikan 
dengan daftar 
NA dan RUU 
yang dapat 
memanfaatkan 
Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi UU 
sebagai salah

MEI

IV

JUNI

II lU

mu

IV

JULI

II III IV

AGUST

II II
I

I
V

SEPT
II
I IV

; :v\|
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No Kegiatan/ 
Tahapan Kegiatan

MBI

IV

JUNI

II lU IV

JULI

II III IV

AGUS

II II
I

6.

satu referensi 
kepada Kapus 
Panlak.

c) Berkoordinasi 
dengan Korbid 
untuk 
mengetahui 
Daftar Tim 
Penyusun NA 
dan RUU.

d) Memberikan 
Daftar Hasil 
Kajian Evaluasi 
dan Analisis 
UU yang dapat 
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
dalam
penyusunan NA 
dan RUU
kepada Tim 
Pen5Tusun NA 
dan RUU yang 
bersangkutan.

Men3aisun
Laporan
Aktualisasi

Hasil
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BAGIAN IV. 

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan 1: Melakukan inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan

disusun oleh Pusat PUU (Etika Publik, Akuntabilitas dan Komitmen Mutu).

2. Kegiatan 2: Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi

Undang-Undang yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU (Etika 

Publik, Pelayanan Publik, Komitmen Mutu, WOG, Akuntabilitas).

3. Kegiatan 3: Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun

dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh 

Pusat Panlak UU (Komitmen Mutu, Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan 

WOG).

4. Kegiatan 4: Melakukan inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan

Evaluasi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi penyusunan NA dan RUU (Akuntabilitas, Komitmen Mutu, WOG).

5. Kegiatan 5: Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang

dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan 

RUU kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU (Etika FMblik, 
Akuntabilitas, Komitmen Mutu).

B. Saran

1) Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan yang merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Sekretariat Jenderal dan BKD sudah sangat baik dalam menyelenggaran 

Latsar CPNS di tahun 2018 walaupun latsar ini merupakan latsar pertama 

yang dilaksanakan. Hal hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki adalah 

tentang koordinasi antara panitia yang bertugas setiap minggu, tata tertib 

yang berlaku selama 30 hari kerja di kampus dan kejelasan proses 

habituasi di tempat kerja baik dari rancangan, kegiatan pelaksanaan 

sampai dengan laporan aktualisasi.

Menurut peserta, koordinasi antara panitia yang bertugas belum beijalan
dengan optimal, hal ini bisa dilihat dari perbedaan pengaturan yang

diberikan panitia di minggu pertama, kedua bahkan di minggu terakhir
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kegiatan on campus. Terutama dal am hal pengaturan makan dan tata cara 
apel yang menurut peserta sering berubah-ubah. Yang kedua adalah tata 
tertib, tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Pusdiklat sejatinya sudah 
baik tapi beijalan kurang optimal. Panitia pun tidak semuanya mengetahui 
mengenai tentang keseluruhan isi dari tatib tersebut. Sehingga apabila ada 
pelanggaran-pelanggaran yang tidak umum di jalankan maka panitia akan 
mendiamkan saja. Hal ini tentu menjadi preseden yang kurang baik di mata 
peserta dan harus di evaluasi menjadi lebih baik lagi. Terlalu ketatnya 
regulasi juga akan menimbulkan dan menambah pemikiran peserta yang 
seharusnya memiliki “hiburan” agar tidak jenuh selama pemusatan secara 

on campus.
Saran terakhir peserta adalah tentang rancangan, kegiatan pelaksanaan 
dan laporan aktualisasi adalah alangkah lebih lagi apabila Pusdiklat Setjen 
dan BK DPR RI memiliki buku panduan yang jelas dal am pelaksanannya. 
Dalam menyusun rancangan aktualisasi, peserta mengalami kesulitan 
mencari isu yang harus diselesaikan di lingkup keija Pusat PUU 
seharusnya yang harus di tekankan adalah penerapan nilai-nilai ASN 
bukan bentuk kegiatannya. Memang tidak ada format baku dalam 
penyusunan rancangan dan laporan tetapi apabila Pusdiklat Setjen dan BK 
DPR Rl memiliki bentuk baku rancangan dan laporan hal ini akan sangat 
membantu peserta dalam menyusun dan dapat berguna untuk 
keseragaman rancangan dan laporan peserta Latsar CPNS.

2) Untuk Instansi/ Unit Kerja Peserta

Diharapkan adanya database seluruh produk pusat - pusat di BKD yang 
dikelola secara online dalam website BKD http://bk.dpr.go.id/.
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Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

No Kegiatan Tahapan
Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap 

VISI dan MISI 
Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Melakukan 

inventarisasi NA 
dan RUU yang 
sedang dan akan 
disusun oleh 
Pusat PUU.

1. Melakukan
konsultasi 
dengan Kepala 
Pusat PUU 
{Kapus PUU) 
dan para
Korbid
Perancang UU 
terkait dengan 
NA dan RUU 
yang sedang 
dan akan
disusun dalam 
periode 1
tahun.

2. Membuat Draft 
Daftar NA dan 
RUU yang 
sedang dan 
akan disusun.

3. Finalisasi 
Daftar NA dan 
RUU yang 
sedang dan 
akan disusun

Daftar NA dan 
RUU yang sedang 
dan akan disusun 
dalam periode 1 
tahun.

1. Konsultasi dengan 
Atasan (Kapus PUU) 
dan para Korbid PUU 
sudah dilakukan 
dengan
memperhatikan 
sopan santun dan 
etika (Etika PubW^. 
Masukan dan saran 
yang diberikan oleh 
Kapus PUU dalam 
konsultasi dijadikan 
acuan dalam
melaksanakan 
kegiatan aktualisasi 
(Akuntabilit€is)

2. Data dan informasi
yang diterima dari 
para Korbid mengenai 
NA dan RUU yang 
sedang disusun
masing-masing 
bidang rapi dan teliti 
(Komitmen Mutuj.

3. Dalam membuat 
daftar NA dan RUU 
harus sesuai dengan

Kegiatan inventarisasi 
NA dan RUU 
berkontribusi pada 
perwujudan misi Pusat 
PUU yaitu memperkuat 
penyelenggaraan fungsi 
dukungan Perancangan 
Undang-Undang yang 
mendukung proses 
pelsU^anaan fungsi 
legislasi dewan.

Adanya
invetarisasi NA 
dan RUU
memperkuat 
nilai
Profesionalisme 
dan Integritas
dalam
mewujudkan 
misi Setjen dan 
BK DPR RI yaitu 
memperkuat 
peran keahlian 
yang profesional, 
andal,
transparan, dan 
akuntabel.
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No

1.

2.

Kegiatan

2.

Melakukan 
inventarisasi 
Kajian Hasil
Analisis dan
Evaluasi 
Undang-Undang 
yang sudah
dilakukan oleh

Tahapan
Kegiatan

3.

1. Koordinasi 
dengan atasan 
(Kapus PUU) 
untuk
meminta izin 
dalam 
melakukan 
kunjungan

Output / Hasil

4.

1. Izin dan Nota
Dinas untuk 
dapat 
melakukan 
inventaris data 
di Pusat
Panlak UU

2. Daftar Hasil

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
hasil konsultasi
dengan Kapus PUU 
dan para Korbid PUU 
agar adanya
kesesuaian antara 
informasi yang
diterima dan laporan 
yang dibuat, sehingga 
daftar tersebut dapat 
dipertanggung 
jawabkan 
(A kuntab Hi tas).

4. Pencetakan draft NA 
dan RUU yang sedang 
disusun oleh Pusat 
PUU tahun 2018 
dilakukan dengan 
teliti dan sesuai 
dengan data yang 
diperoleh (Komitmen 
Mutu dan
Akuntabilitas),______

dan1. Konsultasi
permohonan izin 
kepada Atasan
(Kapus PUU) dan 
koordinasi dengan 
Kapus Panlak
dilakukan dengan 
memperhatikan______

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISI 

Organisasi
6.

Kegiatan inventarisasi 
Kajian Hasil Analisis 
dan Evaluasi UU 
berkontribusi pada 
perwujudan misi Pusat 
PUU yaitu Memperkuat 
penyelenggaraan fungsi 
dukungan Perancangan

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.

memperkuat
nilai
Profesionalisme 
dan Integritas
Setjen dan BK 
DPR R1 dalam 
mewujudkan 
misi_______ yaitu
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No

1.

Kegiatan

2.
Pusat Panlak UU.

Tahapan
Kegiatan

3.
dan
iventarisasi 
data di Pusat 
Panlak UU

2. Meminta surat 
Diposisi 
kepada Kepala 
Subbagian TU 
Pusat PUU 
(Kasubag TU)

3. Melakukan 
konsultasi dan 
koordinasi 
kepada Kapus 
Panlak UU 
untuk
menginventaris 
asi Hasil
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
sudah 
dilakukan 
Pusat Panlak.

4. Membuat Draft
Daftar Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
dibuat oleh

Output / Hasil

4.
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
sopan santun dan 
etika (Etika Publik).

2. Adanya surat
disposisi (nota dinas) 
ini merupakan suatu 
bentuk tertib
adminsistratif 
(Pelayanan Publik) 
dalam pelaksanaan 
koordinasi antar
Pusat di Badan 
Keahlian DPR (WOG).

3. Dalam menjelaskan
maksud dan tujuan 
kepada Atasan
(Kapus Pusat PUU) 
dan Kapus Panlak 
juga dijelaskan
bahwa inventarisasi 
di Pusat Panlak 
dilakukan dalam 
rangka sinergitas 
antara tugas di Pusat 
PUU dengan
hasil/output di Pusat 
Panlak (WOG).

4. Pembuatan daftar 
hasil inventarisasi 
Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISI 

Organisasi
6.

Undang-Undang yang 
mendukung proses
pelaksanaan fungsi
legislasi dewan.

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.
memperkuat 
peran keahlian 
yang profesional, 
andal,
transparan, dan 
akuntabel.
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No

1.

3.

Kegiatan

Melakukan 
sinkronisasi NA 
dan RUU yang 
akan disusun 
dengan Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU 
yang_______ telah

Tahapan
Kegiatan

3.
Pusat Panlak 
UU.

5. Finalisasi
Daftar Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
dibuat oleh 
Pusat Panlak 
UU.

Melakukan 
sinkronisasi 
terhadap 
Daftar NA dan 
RUU yang
sedang dan 
akan disusun 
dalam periode

Output / Hasil

4.

Matriks
kesesuaian antara 
Hasil Kajian
Analisis dan
Evaluasi UU
dengan NA dan 
RUU yang sedang 
atau akan

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
hams sesuai dengan 
informasi yang
diperoleh dari Pusat 
Panlak, adanya
kesesuaian antara 
informasi yang
diterima dan hasil 
laporan yang dibuat, 
bertujuan agar daftar 
tersebut dapat
dipertanggung 
jawabkan 
(Akuntabilitas).

5. Finalisasi Daftar 
Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU 
sudah dilakukan 
dengan teliti dan 
sesuai dengan data 
yang diperoleh
(Komitmen Mutu 
dan Akuntabilitas).

1. Sinkronisasi antara 
output kegiatan 1 dan 
output kegiatan 2 
dilakukan dengan 
teliti (Komitmen 
Mutu). Penyusunan 
hasil sinkronisasi 
juga_____berdasarkan

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISI 

_____ Organisasi_____
6.

Kegiatan sinkronisasi 
terhadap pelaksanaan 
tugas di Pusat PUU 
dengan hasil/output di 
Pusat Panlak
berkontribusi pada 
perwujudan Misi F^sat 
PUU yaitu Memperkuat

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.

Sinkronisasi 
terhadap 
pelaksanaan 
tugas di Pusat 
PUU dengan
hasil/output di 
Pusat Panlak
memperkuat_____
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No Kegiatan Tahapan
Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap 

VISI dan MISl 
Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
dilakukan oleh
Pusat Panlak UU.

1 tahun
dengan Daftar 
Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi UU

2. Membuat Draft
Matriks Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
sesuai dengan 
NA dan RUU 
yang sedang 
atau akan 
disusun.

3. Finalisasi
Matriks Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
sesuai dengan 
NA dan RUU 
yang sedang 
atau akan 
disusun.

disusun dalam 
periode 1 tahun.

data dan informasi 
yang diterima
(Akuntabilittis).

2. Adanya keterkaitan
yang erat antara 
output kegiatan 1 
yang merupakan 
produk Pusat PUU 
dan oulput kegiatan 2 
yang merupakan 
produk Pusat Panlak 
UU mencerminkan 
bahwa dukungan 
keahlian yang
diberikan oleh suatu 
pusat kepada dewan 
juga dapat
dimanfaatkan untuk 
memberikan 
dukungan
pelaksanaan tugas 
pusat lain (WOG).

3. Adanya sinkronisasi
ini dapat menjadi 
informasi yang akan 
meningkatkan dan 
memudahkan 
penyusunan NA dan 
RUU agar lebih efektif 
dan efisien

penyelenggaraan fungsi 
dukungan Perancangan 
Undang-Undang yang 
mendukung proses
pelaksanaan fungsi 
legislasi dewan

nilai
Profesionalisme
dan
Akuntabilitas
dalam
mewujudkan 
misi Setjen dan 
BK DPR RI yaitu 
memperkuat 
peran keahlian 
yang profesional, 
andal,
transparan, dan 
akuntabel.
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No Kegiatan Tahapan
Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap 

VISI dan MISI 
Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7,

4. Melakukan 
inventarisasi 
terhadap Hasii 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
Undang-Undang 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
penyusunan NA 
dan RUU.

Melakukan 
inventarisasi 
terhadap 
matriks 
kesesuaian. 
Membuat draft 
daftar NA dan 
RUU yang 
dapat
menjadikan 
Hash Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi 
Undang- 
Undang_______

(Komitmen Mutu 
dan Pelayanan
Publik).

4. Finaiisasi Matriks 
Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU yang 
sesuai dengan NA 
dan RUU yang sedang 
disusun sudah
dilakukan dengan 
teliti dan sesuai 
dengan data yang 
diperoleh (Komitmen 
Mutu dan
Akuntabilitas).

Daftar Hasil
Kajian Evaluasi 
dan Analisis UU 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
dal am
pen50isunan NA 
dan RUU.

1. Dalam pembuatan 
Daftar Hasil Kajian 
Evaluasi dan Analisis 
yang dapat
digunakan sebagai 
salah satu referensi 
dalam penyusunan 
NA dan RUU, hams 
dilakukan dengan 
cermat dan teliti 
(Komitmen Mutu) 
agar daftar tersebut 
dapat
dipertanggungjawabk
an (Akuntabilitas)

Inventarisasi terhadap 
Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi Undang- 
Undang yang dapat 
digunakan sebagai 
salah satu referensi 
penyusunan NA dan 
RUU, berkontribusi 
pada peningkatan
efektivitas dan efisiensi 
dalam penyusunan NA 
dan RUU untuk 
mewujudkan misi
Pusat PUU yaitu 
Memperkuat___________

Inventarisasi 
terhadap Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
Undang-Undang 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
penyusunan NA 
dan RUU
memperkuat 
nilcd
Profesionalisme
dalam
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No Kegiatan Tahapan
Kegiatan Output / Basil Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap 

VISI dan MISI 
Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 3. 4. 5. 6. 7.
sebagai salah 
satu referensi. 
Finalisasi 
daftar NA dan 
RUU yang
dapat
menjadikan 
Hasil Kajian
Analisis dan 
Evaluasi 
Undang- 
Undang 
sebagai salah 
satu referensi.

2. Penyusunam draft
Daftar NA dan RUU 
yang dapat
menjadikan Kajian 
Analisis dan Evaluasi 
UU sebagai salah 
satu referensi
dilakukan dengan 
rapi dan teliti 
(Komitmen Mutu).

3. Daftar tersebut juga 
mencerminkan 
adanya keterkaitan 
antara Pusat PUU 
dan Pusat Panlak 
dalam pelaksanaan 
penyusunan NA dan 
RUU (WOG).

5. Memberikan 
Daftar Hasil 
Kajian Evaluasi 
dan Analisis UU 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
dalam
penyusunan NA 
dan RUU kepada 
masing-masing

Melakuka 
konsultasi 
dengan Atasan 
(Kapus Pusat 
PUU) dan
Korbid
Perancang UU 
masing-masing 
bidang terkait 
dengan daftar 
NA dan RUU 
yang____dapat

Ketua Tim
Penyusun NA dan 
RUU
mendapatkan 
daftar Hasil
Kajian Evaluasi 
dan Analisis UU 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
penyusunan NA

1. Konsultasi dengan 
Atasan (Kapus PUU) 
dan para Korbid 
dilakukan dengan 
memperhatikan 
sopan santun dan 
etika serta dalam 
konsultasi tersebut 
harus menerima 
adanya masukan dan 
saran (Etika Publik).

2. Memberikan daftar

penyelenggaraan fungsi 
dukungan Perancangan 
Undang-Undang yang 
mendukung proses
pelaksanaan fungsi
legislasi dewan.

mewujudkan 
misi Setjen dan 
BK DPR RI yaitu 
memperkuat 
peran keahlian 
yang profesional, 
andal,
transparan, dan 
akuntabel.

Memberikan daftar 
yang untuk selanjutnya 
dapat dijadikan sebagai 
rekomendasi bagi Tim 
Pen30isun NA dan RUU 
berkontrubusi pada 
perwujudan Misi Pusat 
PUU yaitu Memperkuat 
penyelenggaraan fungsi 
dukungan Perancangan 
Undang-Undang yang 
mendukung_____ proses

Memberikan 
daftar yang
untuk 
selanjutnya 
dapat dijadikan 
sebagai
rekomendasi bagi 
Tim Penyusun 
NA dan RUU 
memperkuat 
nilai
Profesionalisme
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No Kegiatan Tahapan
Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap 

VISI dan MISI 
Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
dal am
penyusunan
NA dan RUU 
kepada Tim
Penyusun NA 
dan RUU yang 
bersangkutan.
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Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Pescrta : 1 DAHLIA ANDKIANI
NIP : 1 199407142018032001
Unit Kerja PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

Jabatan
GALON PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Isu

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG OLEH PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG YANG KUR/\NO MEMANEAATKAN
HASIL KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-
UNDANG OLEH PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU
REFERENSI.

1) Kegiatan I : Melalcukan invcntarisasi NA duri RUU yang scdang dan 
akan disusun oleh Pusat PUU.

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf
Mentor

Talaapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadiip
Pemecahim Isu

;
Ketcrkaitait Substansi
Mata Pclatihan
Kontribusi teriiadap Tusi 
organisasi

1 c’lr,"

Pcngiiatan Nilai Organisasi J..... ..
2) Kegiatan 2 : Melakul<an invcntarisasi Kajian Husil Anniisis dan Evaluasi 

Undang-Undang yang sudah dilakukan oleh Pusal Panlak UU

Pcnyclcsaian Kegiatan

Tahapai\ Kegiatan

Catatan Mentor

----1 ck----------- —

fCK-ke-/

Paraf
(entor
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Output Kegiatcui Terhadap
Pemecalian Isu

;/

Kcterkaitan SubsitUisi
Mata Pelatihan

.. 7r'j
i' f li
IL

Kontribiisi terhadap Tusi
organisasi

7 <,cn
y

J
1

Penguatan Nilai Organisasi r-.K*' /tutyb'r* <t<\rS' I /
'iBvj- j}>kp.J ■ y •

3) Kegiacan 3 : Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun 
dengan Basil Kajian Analisvs dan Evaluasi UU yang tclah dilakukan oleh 
Pusat Panlak UU.

Penyelesalan Kegiatan Catatan Mentor Paraf
Mentor

Taliapiui KegiaUm

Output Kegiataji Terhadap
Pemecahan lau

-I i' ,1
Kcterkaitan Subslanai
Mala Pelatihan Wit ^ /1' /j^-i

Kontribusi terhadap Tusi
organisasi ; U-,^1

w

Penguatan NiUii Organisasi y ■ ' XT''

4) Kegiatan 4 : Melakukan inventarisasi terhadap Basil Kajian Anatisis dan 
Evaluasi Undang-Undang yang clapat digunakan sebagai salah satu 
referensi penyusunan NA dan RUU.

Penyelesalan Kegiatan Catatan Mentor Paraf
Mentor

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap
Pemeeahan I.su
KeLerkciitan Substansi
Mata Pelatihan

1 t [/ J

-'4 'A- A/f'VI2
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Kontribusi terhadnp Tust 
orgfjnisasi
Penguatan Nilai Organisnsi

5) Kegiatan 5 : Mcmberikan List Daftar Hasil Kajiun Evaluasi dan Analisis 
UU yang dapat digunaUan sebagui salah saiii refcrcnsi dalam 
penyusLinan NA dan RUU kepada niasing-masing Tim Penyusun NA dan 
RUU

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf
Mentor

Taliapan Kegiatan
>

t 1
/

Output Kegiatan Terhadap
Pemccahan Isu

^ 1 -^'UcU -t' i T
Keterkaitan Substiuisi
Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Tusi
organisasi
Penguatan Nilai Organisnsi
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Lampiran 3. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta 
NIP
Unit Kerja 
.Jabutan

DAHLIA ANDRIANI
199407142018032001
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERANCANG UNDANG-UNDANG

ISLl

PENYUSUNAN NASKAH AIvADEMIK DAN KANCANGAN 
UNDANG-UNDANG OLEH PUSAT PERANCANGAN 
UNDANG-UNDANG YANG KURANG MEMAMNFAATKAN 
HASIL KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG- 
UNDANG OLEH PUSAT PRMANTAUAN PELAKSANAAN 
UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU REFERENSI

1) Kcgiatan 1 : Melakulcan Inventarisasi NA dan RUU yang sedong dan akan 
disuaun oleh Piisal PUU

Penyelesaian Keglatan Catatan Coaching

Tahapan Kcgintan

Output Kcgiatan Tcrhadap 
Pcmccahan Isu

Kcterkaiian Siibstansi Mata 
Pelalihan

Konlribusi terhadapTusi 
organisHsi

Penguatan Nilai Organisasi

Iru Sj, t

\.:y r1"-

Waktu dan 
Media 

Coaching

7/ id
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2) Kegiatan 2 : Melakukan invenLarisasi Kajian Hasi] Annlisis dan Evaluasi 
Undang-Undang yang sudnh dilakukan o!ch Pusat Panlak UU

Waktu dan
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Media

Coaching

Tahapan Kcgiatan

Output KegiataJi Terhadap
Pemecahan Isu '* '-pr- •'

Kelerkaitan Substansi Mata 1 (<fUf /

(" at\, c;r,

Kontribusi terhadap Tusi 
organisasi 1  

i

Pengtiatan Nilai Organisasi

3) Kcgiatan 3 : Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disiisun 
dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang leilah dilakukan oleli 
Pusat Panlak UU.

Penyelesaian Kegiatan

Tahiipan Kegiatan

Output KcgiatanTerhadap 
Pemecalian Isu

Catatan Coaching
Waktu dan 

Media 
Coaching

1. k
<>'(•-«• rr.i. (-1V \
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Kctcrkaitan Subslansi Mata
Ptrlalihan 1

{ i.\t /y J k-r£>S

Kontribusi terhadap Tust
iTT-pqi a--organisasi

lUV fj6'1''1 ft iW' ’ ;

Penguatan Nilai Organisasi
X

4) Kegiatan 4 : Melakukan inventarisasi Lerhadap Hasil Kajian Analisis dan 
Evaluasi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salatt satu 
rcferensi Peyusunan NA dan RUU.

Waktu dan 
Media 

Coaching
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terliadap 
Pemecaiian Isu

Kcterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi 
organisasi

Peiiguatan Nilai Organisasi

i h
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5) Kegiatan 5 : Memberikan List. Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Anulisis 
UU yang dapat digunakan scbagai salah satu referenst dalam 
penyusunan NA dan RUU kcpada masing-masing Tim Penyusun NA dan 
RUU

Penyelesaian Kegiatan Catalan Coaching
Waktu

dan
Media

Coaching

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatiin Tcrhadaj)
Pemecahmi Isu

IcIqIa 'tf:,'i(]piUitA \

Kelcrkaitan Substansi
Mata Pelatihan

(V
Kontribusi tcrhaciap Tusi 
orgaitisasi

U lAO.oU-f

'iS
7x3 

H 7)
Pcnguatan Nilai Organisasi

(S
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Lampiran 4 : Bukti-Bukti Pendukutig Kegiatan

1. Kegiatan 1

a. Notulensi hasil konsultasi dengan Kapus 

1q-

NOTULENSI DISKUSI

Hari.ianggal
PuJail
Tcmpat
Peserta

Senin, 28 Mei 2018 
08.00 WIB s.d. 09.00 WIB 
Ruang Rapat Kapus PUU
Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum). Para 
Korbid Perancang UU serta Mentor Aktualisasi 
(Mardisontori, S.Ag., LL.M., Akhmad Aulawi, S.H., M.H., 
Najib Ibrahim, S.Ag., M.H, Chairul Umam, S.H., M.H., 
dan Zaqiu Rahman, S.H., M.H.)

POKOK-POKOK PEMBICARAAN
1. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi hams dikerjakan secara objektif dan 

dalam rangka untuk pengembangan pribadi dan pengembangan 
lembaga;

2. Uraikan tahapan pembentukan undang-undang dalara laporan,
3. Tugas dan Fungsi dari masing-masing Pusat di Badan Kealilian DPR 

R1 harus diuraikan karena tema dari Rancangan Aktualisasi berkaitan 
dengan Pusat lain (Pusat Panlak UU) tidak hanya Pusat PUU;

4. Pcmanfaatan hasil output Pusat Panlak UU yaitu Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU dalam penyusunan NA dapat dilakukan secara 
individu (pelibatan Perancang UU dalam kegiatan pemantauan UU 
yang dilakukan oleh Pusat Panlak UU) maupun melalui institusional 
(melihat dokumen);

5. Pengetahuan dan sumberdaya yang ada di Badan Keahlian DPR R1 
untuk mcngoptimalkan penyusunan NA;

6. Can tabu mengenai dasar hukum pelibatan pusat lain di Badan 
Keahlian DPR RI dalam penyusunan NA;

7. Kegiatan apapun yang ada di Badan Keahlian DPR RI bertujuan untuk 
mendukung 3 (tiga) fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasan.

I j I’ a y e
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b. SOP Penyusunan NA dan RUU

NOMOR fiOf* 
rcii cLwm.ArAN 
rm. Ktvisr 
TCL CrCKTT 
OISAHKAN 01. FH

SEKRETARJAT JENOERAL DAN BAOAH KEAMLIAN 
OEWAN PERVMKILAN RAXTAT REPUBUK INDONESIA

DA3ARHUKUM;

n iiy.ii. K•('.i'I' 
V'll -tlLl ,, )iT

Kepa^ P'JMI P»-anc4ngin 
HlAAfl-Uddina

|V lr>iivW^.i'^wiviL5 M . M !}!.<"' 
Nif» 'XjiXui "j'/xn'i 00;

PENYUSUNAN NASt^ll AKAOEMIK 
RANCANGAN UNOANO-JNDANG

KUAUFIKASIPELAKSANA:
. ir -vu^. 20-: lonmr,, Rcn otvl.-un Ronlutao , Stn...u-O.-o"'.'-'-J-xKr-m'1.^ R.i-Jan K«.|.,arM)P« Rl

r«uivW9 Undiv^AT Z MoA\jba'^ AvMOtf'rii*
2 Ur«-nfl4lfKto,g No~.- »7 Tav XU twtsrg M^«»5 Uf«a.»j U~lJr.j

Rj»y»l R»f\«dk u(i Ra«»sl PomoMian Ontffoh. dnn C'v-nn x j >Riioyal O'tWtjC P«r\«uo RaxySl
Ritivnkiinn R.>y;il DiKii.vi ■uiuiyainiti'A ivaI' liuoN) donjan Jodario-
ixitmyj N'lMw;* -12 la'wi 20H lOf't/n^ ('■HijUilxt''' Nx* lfr«:»>;-U'K!«'vg 
Kti'Tof ! • TjT.-ji 20U ;erinr<j Hottnujy.iaarjiao Rok>ai 0<r*an
I'■'tvMk llir. R^kyAl n-xAiin iLir> D.M'Kim J;hi '^ini. i'i Riira.ikil.vn
Rukyat0ad*3ri

3 Pstaliay P'ci3«t' RccuCiN Iryfeusnut No'noi lift..’' 2‘Jli lorliirg 
StArV-.w,!' >rvi'ral ^iti Ra.ixr <imP' Jf> CewAO Porvik^S-'’ RokyW RtojWK 
^IlfeVU'i.l

4 PfO’jirar Dfaw P*rr^kANUir* R.Ay.il RqfaXkA Uilonfii.j Nun^cf I TaP^ 
2014 it-rar j Tn;j wnnj.-i -vt-x KHj*- irft.i' >r";x' •'wa'ii/34 C’"v>4n 
Pof»»»-lno Rail)*! R»£X*i.k t>«tofio---i N’vnw I T.v.nn .'01S 
P«uoah»' JUi P«-au.’»' "tw.ari p«vr.-i*iTiin X^Ayal IK-U.W.V
Npmw ' T.ikxf 201 4 torianj Taia Ea-'TO

5 Pmorif.v- Sw'.’O'af's Juivjurji Ocw.af Po^va-i'an RaAyoi Rasuaik lndon»>.i
Nivruv 4 ^ ’ctkUuvj C'5jniM\M d/i/i latx Kh<;/i S*A/wirtti4i jondorai
Jil't BdfJoi' Kvjtit.fin niyikak’ Pufwj'iiai RiiyyaT RiifXitii.k hkjuixiwis 
utowjH'/iw® ie<Ah omjMi dayman P.yciaiKi’' S'ki'ri'oi* Jxittoiy Dimim . 
I’OTMI.I.v Rak>4l Ri>p..tH'V I'-don.iMa N-.mof _2 Tiu- ri 701(1

PeiuOOTjr o!nS PeMtui.Tn Sd^volaca .to'iteial Owix’' Pofwok;’(»' R.Ayxt 
RdrH.W'h iroc'<g»4 Nonor G Tiihun 2.51'i inriong Org.-irnan Ojn Imo Koijo 
Sflkio'.flral JiPW* oar. Owlan KaaNian Oowai Parj»iil.vi RakviU Rotx.W.k
WlnnHtii

rl^ETERKAltAN; r"-^
S(jl‘ Rorrao'liAan fm NaU3T AkatSartk tlvi Ranar^jon Um5ufvj.Un.Mfij 

1 Al.'js Puin'.rftujir Alai Kolgr^iaeiAn Cowon Perwikila'i Rakya! ItwJ.fai 
In.Ja’viNo

2 SOP Pi.y-ii.'iH-'ulon D.1IJ Pur>.jMir<9n Natfan AkaOem'*. dan Rancangan 
Unflarg.UnJdrg

1 SOI’ Paa.ar/Nard9ufnt>df daiufn P'j<iAiour<oti NayKan MiXXvt.i' d.n
Hancangan Undang-UfYJang 

4 SON Riirdiktimortjs.ar Kara
i>jgBniiaKTj>w8i:-wi»^^Ti^^«'c.::a4;;aig&de:-kg;'iaa'r-i-.i«>g*ie;>TOT^

Nii'.i .If .iM’.'.f-lUi' IMDOWSI 
Kr.nc! <!<*»/,-jf.fi •rtvMnnor
ia-r;)4j" r'.-f rmt
Djiu lofkal EVindDL.’Joar lixj. duUvn (Hif'yuykfaf' NasKan AJoJofU* can
Rancorgan UnJang UrCang
Pe«»;ijrun tdfufySarg-uPdar.jivi twKiW cwnujunon Mast.m AMrtnr* d.-ir
RjtnCM'fnn UniMfg-Undiifig

PciuKvana Lv‘f.mTijjv| [jiwnb aW» vBlakauroaf akIwUi yang lolaP ff.lolopkun DiJ-mpan «b.iq.> nnla monuul dun ■viAilfonA

,.;r- ^p ,,,-
.TiipaTa Jj:-r<. , (ub4_
■Fuaat ri, KrtuaTIm

M'.">0'i*'ii itf.K'.n dan Kdoaa
aadan Koani.v DPR HI ;RKDi 
U.-II.A muTTyi.sjr' NoskaP AXadoiri.k 
(NA; dan Rnnwjun Undarq- 
Undang'RUU)

6 UofV/OdyiCir KoU.a Tim u-ntuk
n«ak»4n4«Hti pofiyusunof U'lU
scP€W(.(SiienM''d kogifitfir pofryu- 
suran NA dor HUU

f.TCatMiygAil.nar 
angijniB im
1) V-d akukun otiW-slO'ini'ig
2) WsrorSxAan Pm<i srJxiC*>*.li»

loncana togjatan___

flprgan

KatmoBM

Ktaubbagf . Kawng* 
'kapari OijtpatTU Puaat

0i$M9<9i
d4)uu :*cr lerwAdn

Arah.jn
rrwtit

OispOAV rmo
ScPeduW
Ronsana
•ogudan
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K*0Mwi

WuU Baku

KOP.1.1 K:pf.: ■
,8K0^j Pusat

WJU
.KatuaTVn;.^^^

Kabag

■^r Kataranen'/.T’'

lurwasi I w^aan i ,. vi»i>ai» , ~ i *• *''^'x*" *
KatubbaQ waJa-o. ' - .'j ' '
TUPuMt I WaUu.i Outpai;

fifcj-'V'l-'tokj' .‘rvc n^rS^-V-' 
tMv-.avt <«i).<i:a> <o»a3a Kcc-ata 
Pj%jt » v.t Or»;-»ra'
(lnn.«riTPUli;

lAirvtKM tjnt vI’-nitp-Mfr-sira
pw'^-jVtraP NA 

'.le.'x.javd'' Ao!u,i l.m iPNi»
1) Ueia«ui>an aexgunpuiao iMbwi 

kiKu/ilAKiia'i
?) MeU>u>kJii x.i.i'in Jtr< tlitah^ \ 

tviliwi <MV«1
i/Oo'i* niAJ 

3) KWnyu'i'P fJA

4 Uo akur.itn 6W'ju~l'ii’;*ri e>ib^
1 kW'®!'***''

Mm .ikuf.aii iMn IdaitfuiP
bo.'iaf' •rtxi‘'.w.'MT irgnmi
Run

3 A AVM VA
I MensfaioniavkoM <Wi

MWiyampO'liar NA a»i
.vi)4 Vfrdo*^ 'w-:<r'j

_ iHpmla K»ifj.il<> I'jjji r'UU
*a'A!6r-vn.”0-li»’Jf' i:iv ikjn In-kiil 

OWIT* NA 3»» i:tn‘ xlKthilff
rbix.'kn.i JuKJtt'JT' Vcpo^ ’•I"'

0 l,tnrH.i;asX.in Ag'.uJ T>rn un(uk 
iL-ncjr.i k(»(]i,iuv'i

Miilwukan fluMfc (KHiua/i 
oaK»’'AV(i&u>rc«« loTViii! sonyvitun- 
«i NA 4V1 RUU

.4T-0
V'v-xJ*
r<*MCi>na
k«g.3l3A

0«puwv J ‘vr

OiiMrti
N/« unn 
>n«
wAaCi/W'
'HfXVVl

' bwi.M

Rill go
l*ut!8>a
OuMkm

HA
f.-no
3:<MO>a>r
Rancana
Koyuion

II Kaj«A>ii
0 Ldparir

UitkuM a-UiV.lMingiian 
makiifii-'il 4 kai
aaiim 4 hiKi (snp

-v KsglMn'-->^^>,1

ti. Mu'itkgkan purgwnpu!on O.Va 
ptniyuMnwi NA Ian RUU Calam
koM dial inoiiO

'snTinnBmBnccapr^jfgjjjjqpaEin'or'aeeLssBi.'Ak’.>sB5sMi,3ZtP?®pas77;:ro5nv.r''3x»Vf?,7
•'.;S.',. * ;,V J ; Mutu04ku.> '

Kepala
BKD

KopAla ; ' w»tui«
Pu*«t KKaluaTlm

.'KaAUbtktg
• TU Pusat 

PUP •
Koleno- WafctU/ 'Outo^rt’,•

..'ktMranjMn;^

. J.C3

C MonyusuA 'Ac-y4i' i:«v>jnp'j'ti.-' 
data i>o''yuu/ia” NA fl.m RJil
(latoll' kclu daA OavniA

U«r^'A"wi»iinA lacHViT' per^karv
pu'*i d«o '•bfuirt.'i Krcvka Pusat 
PUU

a Matioiima topornn 
B Mc'uijakkan l«n m'lJi mnniinus- 

k»f> kopiop NA ■Jad iruryiisun 
k-M-¥i|jk4 <i«iaa' drsf RUU

A Uud

20
rron.1

Laporan rC Di»posisi 
nMA'I

Di'jAUii Pjkar/
Naiii\u«itiu>i
f,cniii«rp>;k>i Oiun
dMis'n kata ir^xunsl 
3 ka« (talar 3 ban 
(SOP PsAjunpuian 
Ootnl
Prinyumpulao data 
ku tkiw-lP
diiakAaraknn 
maka>mal S hw 
(SOP Pe'^oipkiiar 
Data).
Suliiip putgumtiuliin 
i|;ii:t (la'nm koin 
dit.ik kivi wnktu 1 
nun BtHQiorxva untuk 
moAtyu^jn lapwon 
SaIiuP p«r^umc<jiso 
data daeksn
JitiucKan wt»tu 3 
hjvi i4Su«
rronyiilA^ 'uion/i
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:•: jf>r r>. .'J - •' -V : bko

PtIakMra

Mut'yo'Jj«.in tawd! ^'.u«
(nulled,ij»,.in Xc"'ii“0 NA 
Mvnn.lcl.ixiii r.'H'itl uliluK irnoyvuiir 
iWjryjMj fid ill* flfd": HUU 
1» Mdf'ic.r'iiifi'di’ nfidftn 
'ii Mongai'ni «!i IM^«l 
3! MorurruiVon mcaruj^a 3ftW< 

snl(!m;:«d HIJIJ
Mfiny.iTp.-iii^i'i KLf.'vv^ka ddur/
irSimdtfM RUU K<i(>.ida Kojvila 
Puidt PUU

“MS^Tcf'irj >ef/iry;i« Oft inf'
ksiO'idoi.i.a RU<J
Mffrfw- iRdtuKsn lomadap 
luf-in'lV.i lUMT CMf H'JU 
\lvRd3>iiAan Kati^ f»d untuk 
.minyiivji nniO Hlill

__ ' i
),lrtrwjd<!,ikA-. 'npal iidlwK j
ncrbmgsc.in Cfd' RUU sesu.li 
rnasuhdn Kopala PuSdl nuU 
Monyi.'Kl’nr pioi.Kiusi hjficp NA
flin Hull •I'pdid KxoH^d PuHt 
PUU
Ud.'iviirrea • .!H d'ui •T>i'mr'p'0''ta 
Vlian scdsep NA u.tr RUU iirr(kxli> 
Kcc-ala P^s* pyu

Uutu Btku
' K^wvvgsp

KapaJa
PutM
PUU K,tul]',n iTUM

Kaaubbafl 
TU PvjMI 

PUU •

. Ktitng- 
kapan

iwaktu
i

■

Outfiut.'

9
JSBS^

C>iSr05i5l \2
Utvi

1 r*9n

n Kojint.ifi
n Kc n'ji'P

NA
' e Ke:ancj»a

ddiai 
«.i! HUU

R.ivul 'iJiikukdr dunyai'
pmi4iih)..iii luv.li
i(9f),Tln nfxj!?d(w ii"

X.Mdfv^l
diss'
«a(RUU

Osponsi

20
m**p|

fA Osponsi
m«dit

12,' ft KiigiBImi
nan t> DobOfi

Prosun-
7 nan last

Kunsep
20 NA linn

meoit RUU

nupill diunfJiruikJf' 
dorvyiwi purntsogi.'iP 
ijqai Kup«lii .w} 
gciD tun, 12 lyi, 
lAnnyiaixan 
pfflseni.isi iiof'iap 
NA<S*iHlJU. 2I--T 
K.«'%n> RA clW' HI III
liif/.ai'p.iikar mot.dui 
mdaii kixyiCii KvpdU
Pusai ruu
Pfesodlas. d'ikVM- 
Ian I n»i
n.idtm hJ Kacid'W- 
Itv HKinry) UuMP

TVJ PUMt ;
f04vi'.- KW1. ; K*p4,a l.'.Kal-nn. I 1..-:' - ^C.:iKapAla f , I j,.. „

Pusal ; KaluaTim
ptio - I.: ••■•V JTOBK

lAd'Vkfvnn lionsop NA dOn RUU yanfl 
lOIjn 'liptesanlayihar 
* acab-'a alo vortksi knnsap NA 

dan null di»crrtoii>an kepada 
Kolud Tint

h iVUIbiM iHiak 303 hl'ioky k.TI'sap 
NA can Ruu dyKJAii’t bali.Ki 
unit* rtioinkukiipi uji kciiv.-p NA 
aanRiJU

KatannwfilvF'l

vuLkiy.'a kiXua bm. !
p>USO’t>.1H oVili kuluA 1 
iiirt rtionnp'nQi Kc<v
arnulcr Bidwvj

Konsop
NA
oanRUU

60 KoruepNA 
moTil atn RUU

a MiHtgadasan rval .r'lA
meilUdlviS kunsop NA Ooil RUU 
lK>n1.’i»>kan KoctKv don Kepald 
PliS.1l PUll

D Mwiyampaikan konsi?p NA oa.i 
RUU ruitii kofiAsi kopMn Kopnin 
Pu»l PUU

Konsap
NA
dull RUU

13 UwKtjnskan I m untuk m«ioki>tar iiy 
kuiaw NA dan NUU

14. *4 MeiakJtan u;i ken«p NA don RUU

Konsao
NA
dan NUU

2C
ititwl

IS
menil

KonSAp NA 
dan RUU

Oispoiiii

Rap.li filiksitniuci 
maksiiiuil 2 non 
Oalirn nal KotfOuMltJ 
Oidarg bukan sobagai 
kiKuu tim, peml.aPasaii 
d.drin'p.ni> XnadHtaicv 
RxJarv

Disponsi A han a Kngtntdn 'a 1 h«’ up knnsnp NA 
b Ual'uin linn RUU k» Sanr.Vt 

Prosonl.i- dan 3 dart .^i ntiMni 
XI sonacp NA a.m RUU 'i til.Tri
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No.
»;:r- ' >• '.'

/V- / .; K*p*t* 
BKO '

Kipali
Puut
PUU

Ketua Tim
Kabag
TUBK

KuubOag: 
TU PuMt 

PUU

K«1«ng.
kapan. Waktu.

a hhingoJOHjn rwat uMtA
wmotrias kooiw NA 'tan RUU

i oaraatarKar r\3til U)I <nr»eD

I e Mon>iaci>an baf--r> [xaiarlaii 
i honscs NA dan RUU urluk Kepnia 

OK yorg Qkan diMmcaikiin ko(SMQ 
AiHi KulOfigKaDur! DPR <AKD' ai-u 
A'tojo'j OPR

o Mnnyan’Miian Daran (XOMinlasi 
kOni«>r NA (tan HUU kopada 
Kopalj Puts PUU

a MomiyBWtnl.isJiuri K» >op NA dan 
RUU kop't'Ja Ki'pnlii KK 

b Moo/.lirpaiVan ^orsop NA .Ian 
HUU nas I cfwriatl kBp.nJa 
KccaM HK

N«\ <tan 
RUIJ

20
inani

KOlj ,b lurij
Satuai donywi 
SOP U;i Ko^'Mio 
NA »fi RUU 

■ U]i Ksnv>p NA 
don RUU docoi
(llaViiKiin nieialu 
tomirw Aor»wxi 
.VA.ikarya At.'ii
too

0 Ropal urilak >n«m 
Ninas kcnvKl NA 
don RUU diiaksara' 
KdK? nun

c PeryaptiT Nilvr 
praMrMat diiakt.-tna 
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c. Notulensi hasil koordinasi dengan Korbid Perancang Ekuinbang

ic

Notulensi Hasil Kordinasi Dengan Korbid Perancang Ekuinbang

Hari.tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Tempat : Ruang Perancang UU Bidang Ekuinbang

DAFTAR NA DAN RUU YANG DISUSUN

No, Bidang 1 NA/RUU Nama Ketua Tim
Penyusun

1. Ekuinbang RUU Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah

Wiwin Sri Haryani,
S.H., M.H.

2. RUU Energi Baru dan
Terbarukan

Arif Usman, S.H.,
M.H

3. RUU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Zaqiu Rahman,
S.H., M.H.

11 i* a g e
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d. Notulensi hasil koordinasi dengan Korbid Perancang Polhukham

Notulensi Hasil Kordinasi Dengan Korbid Perancang Polhukham

Hari,tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
Tempat : Ruang Perancang UU Bidang Polhukham

DAFTAR NA DAN RUU YANG DISUSUN

No. Bidang NA/RUU Nama Ketua Tim

Penyusun

1. Polhukham RUU Penyadapan Teguh Nirmala Yekti, 
S.H., M.H.

2. RUU Siber Yudarana Sukarno 
Putra, S.H., LLM.

3. RUU MPR DPR dan DPD Mardlsantori, S. Ag., 
LL.M.

I I P il g c

91



e. Notulensi hasil koordinasi dengan Korbid Perancang Kesra

le

Notulensi Hasil Kordinasi Dengan Korbid Perancang Kesra

Hari.tanggal
Tempat

: Kamis, 31 Mei 2018 
: Ruang Rapat Kapus PUU

DAFTAR NA DAN RUU YANG DISUSUN

No. Bidang NA/RUU Nama Ketua Tim
i Penyusun

1. Kesra RUU Permusikan Sali Susiana,
S.Sos., M.Si.

2. RUU Pendidikan
Keagamaan

M. Najib Ibrahim,
S.Ag., M.H.

3. RUU Guru Bagus Prasetyo,
S.H., M.H.

4. RUU Dosen M. Najib Ibrahim,
S.Ag., M.H.

5. RUU Perubahan UU
Penangg\.ilangan

Bencana

Atisa Praharini,
S.H., M.H,

Pago
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f. Daftar NA dan RUU yang disusun (Output Kegiatan 1)

ir

OUTPUT KEGIATAN 1

DAFTAR Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

(yajig sedang disusun oleh PusaL Pcrancangan Undang-Undang Badan

Keahlian DPR RI)

No. Didang NA/RUU

1. Polhukham RUU Penyadapan

2. RUU Siber

3. RUU MPR DPR dan DPD

4. Ekuinbang RUU Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah

3. RUU Energi Baru dan Terbarukan

6. RUU Lalu Lintas dtm Angkutan
Jalan

7. Kusra RUU Pcrmusikan

8, RUU Pendidikan Keagamaan

9. RUU Guru

10. RUU Dcjsen

11. RUU Perubrthan UU
Penanggulangan Bencana
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LAMPIRAN 

KEGIATAN 2



2. Kegiatan 2
a. Nota Dinas

;.a

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go id

Kepada Yth.
Dari
Perihal

NOTA DINAS
Nomor ! Jyq /PU/V//2018

Kepala Pusat Pemantauan & Pelaksanaan UU 
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang 
Habituasi CPNS

Dalam rangka habituasi Galon Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat Kami sampaikan bahwa saiah satu CPNS yang ada di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang akan melakukan diskusi dengan Kepala Pusat Panlak UU dan Analis Hukum Puspanlak UU. Adapun CPNS yang akan melakukan habituasi adatah Sdri. Dahlia Andriani, S.H.

Sehubungan dengan itu. mohon bantuan Saudara agar CPNS 
dimaksud dapat melakukan;
1. Diskusi dengan Kepala Pusat Panlak UU dan Analis Hukum Puspanlak UU terkaitdengan kegiatan penyusunan NAdan RUU yang kurang memanfaatkan hasil kajian analisa dan evaluasi UU Puspanlak 

sebagai saiah satu referensi.
2. Menginventarisasi dan mendapatkan daftar kajian analisis dan evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Puspanlak UU.

Besar harapan kami agar Saudara dapat membantu kegiatan 
dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, 
diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Juni 2018

Dr. Inosentlu
NIP.19650

Samsul. S.H.. M.Hum.
^10 199003 1 007^-

Tembusan Yth.;
1. Kepala Badan Keahlian DPR R!;
2. Sdri. Dahlia Andriani, S.H,
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b. Notulensi dengan Pusat Panlak UU

lb-

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JL JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021} 5715349 FAX. (021) 5715423 / 5715295 

WEBSITE: www.dpr.go.id

Laporan Singkat

DISKUSI RANCANGAN AKTUALISASI CPNS PUSAT PUU, 
DAHLIA ANDRIANI, S.H. DAN REALISASINYA

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Hari/tonggal
Pukul
Tempat

Ketua Rap at 
Notulen Rapat 
Acara

Jum'at, 29 Juni 2018 
15.00 WIB s,d. 16,10 WIB
Ruang Rapat Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU 
Lantai VI, Ged. Sekrctoriat Jcndcral dan Badan Kcahlian DPR 
RI
Rudi Rochmansyah, S.H., M.H 
Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
Pelaksanaan Rancangan Aktualisusi Dahlia Andritxni, S.H., 
CPNS Perancang Undang-Undang

I. PENDAHULUAN
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15,00 WIB

II. PEMBAHASAN
1. Kapus Paiilal< membuka diskusi dengan CPNS PUU
2. CPNS PUU menjelaskan latar bclakang pcugajuan rancangan 

alctualisasinya yang bcrjudul "Penyusunan Naskah Akademik dan. 
Rancangan Undang-Undang yang Kumng Menianfaatkan Hasil 
"Kajian, AnaUsis dan Bualuasi Undang-Undang" oleh Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sebagai Salah Satu 
Referensi' yang mana dalam penyusunan NA dan RUU tcntang 
Pendiciikan Keagamaan, tidak mcngctJihui bahwa Puspanlak telaJi 
melakukan pemantauan pcial<sanaan UU Sisdiknos yang dapat 
dijadikan salaJi satu bahan dalam penyusunan RUU tersebut.

3. Diskusi yang dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan :
• Bagaimana mekaitismc pemilihan Undang-Undang yang aJcan 

dilakukan pemantauan?
• Bagaimana mekanismc pencbaran hasil output Puspanlalc 

(khususnya hasil Kajian, Anaiisis dan Evaluasi Undang- 
Undang)?

• ApakaJi dalatn SOP PUspanlalt ada yang berkaitaji dengan 
Pusat lain di Badan Keahlian?
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• Bagaimana pendapat Kepala PuspiinlaJc tcrkait dengan cara 
untuk memaksimalkan pemanfaatan output Pusat-Pusat di 
Badan Keahlian?

4. Masukan dari Kapus berupa perubahan pada judul sehingga 
berbunyi "Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- 
Undang yang Kurang Memanfaatkan Hasit "Kajian, Analisis dan 
Eualuasi Undang-Undang" oleh Pusat Pemantauan Pelalcsanaan 
Undang-Undang Sebagai—S&kih—Salu—Reforonsi" agar tideUc 
menimbulkan banyak pertanyaan dari penguji.

5. Mekanisme pemilihiin Undang-Undang untuk pemantauan 
dilakukan dengan raemperhatikan long list prolegnas, puiusan dari 
pengujian UU di Mahkamah Konstilusi dan kebutuhan hukum 
dalam masyaralcat. Penjaisunan Prolegnas dilakukan dimana dalam 
list tcrsebut belum ada NA maupun RUU-nya, Ideahiya penyusunan 
list prolegnas harus ada basil evaluasi terhadap UU lerlebih dahulu. 
namun belum adanya taJiap evaJusasi dalam siJclus pembentukan 
Undang-Undang menjadikan Dcwan belum mcmberii<an perhatian 
yang cukup terhadap pemantauan pclaksanaan Undang-Undang, 
sehingga Dewan lebih berfokus pada penyusunan NA dan RUU dan 
fungsi pemantauan pclaksanaan UU menjadi belum maksimal. 
Dalam RUU Perubfihan seharusnya tnengacu pada hasil 
pemaiitauan yang kaJau belum ada pemantauan, dain mana NA 
tcrsebut berasal. Belum masulcnya EVALUASI daUxm siklus Undang- 
Undang menjadikan hasil evaluasi UU yang ada belum 
tcmianfaalJcan secara maksimal. Fungsi Evaluasi UU adalah unttilc 
Prolegnas dan sebagai review terhadap UU yang dipantau.

6. Menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, dapat ditanyakan lebih 
lanjut kepada [coordinator pemantauan pclaksanaan UncUing- 
Undang.

7. Cara meningkatkan pemanfaatan output Puspanlak adalah dengan 
memasukkan tahap evaluasi dalam siklus unclang-umUmg. Sclain 
itu. Icumulatif terbuka baru ditujukan untuk UU APBN dan 
ratifikasi, tidak nda aJcibal putusan MK. Apabila UU Yang diputus 
MK dapat dimasuldcan dalam mekanisme Icumulatif terbuka, mnlca 
ini berpoLensi untuk meningkatkan produktifitas kineija legislasi 
Dewan. Dcwan yang tidak man me-review hasil putusan MK, 
ternyata beralcibat merembet dan menimbulkan masalah. 
Mekanisme inilali yang climaiesud sebagai mekanisme Short Cut 
yang diusullcan oleh Kapus Panlalc. Output Puspanlak yang berupa 
Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dan Hasil Evaluasi 
UU berdasarkan Putusan MK ditujukan untuk mendulcung fungsi 
pengawasttn dan perancangan Undang-Undang. Beberapa output 
Puspanlalc sudah terpakai daiarn perancangan UU. seperti hasil 
pemantauan UU Kehutanan, UU Penanggulangan Dcncana dan lain 
sebagainya.

8. Penyebaran output Puspanlalc dapat dilihat dan dialcses di website 
Puspanlak dan juga disampaikan icepada AKD, Pusat-Pusat di
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Badan Keahlian, Sekjen dan lainnya. Tentu saja tidajc bisa kalau 
hasil keija/output disampaikan kepada orang-perorang di Selqen 
dan BK DPR RI, karena keterbatasan jumlah cetakan dan juga 
anggaran di setiap Badan mengingat jumlah pcrsonil Pusat anggaran 
saja sudah mencapai 30an orang lebih, belum Pusat dan Bagian 
lainnya. Maka peran aktif perancang dan analis maupun pihak- 
pihak yang ada dalam mengumpulkan informasi menjadi hal yang 
penting mengingat sudah banyaknya kemudahan akses yang ada 
sekarang ini.

9. Evaluasi sebagai rangkaian sistem manajemen, mol<a evaluasi perlu 
masuk dalam manajemen pembentukan UU untuk menghasiilcan 
UU yang akuntabel dengan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi 
yang ler-minimize.

10. BPHN sebagai pusat hulcum nasional didalamnya mcmiliki bagian 
penyusun UU dan bagian Evaluasi UU, sehingga hasil kerjanya 
dapat lebih dimanfaatkan dalam Penyusunan UU dan Pemerintah.

m. XESIMPULAN
• Tahap Evaluasi perlu ada dalam siklus pembentukan UU dan perlu 

adanya short cut untuk menindaldanjuti putusan MK terkait 
pengujian UU

IV. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 16.10 WIB.
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c. Daftar Pertanyaan

ic

Kama : Dahlia Andriani

NIP : 199407142018032001

Unit Keija : Pusat Perancangan Undang-Undang

Isu Aktuallsasl dalam rangka Habituaal CPNS

“Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang oleh Pusat 
Perancangan Undang-Undang yang kurang memanfaatkan Hasil Kajian 
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang oleh Pusat Peraantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang sebagai Salah Satu Referensi."

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana mekanisme pemilihan undang-undang yang akan dilakukan 
pemantauan?

2. Bagaimana mekanisme penyebaran hasil output Puspanlak (khususnya 
Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang)

3. Apakah dalam SOP Pupanlak ada yang berkaitan dengan Pusat lain di 
Badan Keahlian?

4. Bagaimana pendapat Bapak Kapus Panlak terkait dengan cara untuk 
memaksimalkan pemanfaatan output pusat-pusat di badan keahlian ?
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d. SOP dan Bukti Penyebaran Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU
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b SoKcopyiCO 
Buku Kapan. 
Anakttidtn 
Svauaal UU

a. Lacoran 
lanmaDuku
calakan

B. Buku Kapan. 
AnaWidan 
EvaluM) UU
c. Sok| copy 
BukuMCakan
d. Nota Dinaa 
dUtnbufi Buku
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE ; www.dpr.go.id

Nomor : BK/09219/SEDEN-DPRRI/PM/5/2018
SIfat : Renting
Derajat ; Segera
Lampiran : 2 (dua) buah buku
Hal ; Penyampaian Buku Kajlan, Analisis dan 

Evaluasi UU.

O

21 Mel 2018

Yth.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

Pit SekretarIsJendaral DPRRI'^
Kepala Badan Keahllan DPR R1 /^:>/* 1 
Inspektur Utama 
Inspektur n ^
KepaJa Biro Persidangan 
Kepala Pusat Perancangan UU toj-ii'
Kepala Pusat Kajian Anggaran .j
Kepala Pusat Kajlan AkuntajbMItas Keuangan Negara 
Kepala Pusat Penelltian^^

10. Kabid Perpustakaan

JAKARTA.

Bersama ini kaml sampalkan dengan hormat 2 (dua) buah buku:
1. Kajlan, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional; dan
2. Kajlan, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 

Tentang Penanganan Konfllk Sosial.

Atas perhatianya diucapkan terima kasih.

KEPALA PUSAT
PEMANTAUACJ PEUKSANAAN UU,

RUDI ROC^MANSYAH,
NIP.19660213 1993021001
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/'Ad.

PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH 

BAGIAN PANLAK UU TAHUN 2005-2015

A. Tahun2005
1. Pemantaun UU No. STahun 1999tentang Perllndungan Konsumen.

B. Tahun 2006 ?
1. Pemantaun UU Pemekaran Wilayah

- UU No. 23 Tahun 2000
- UU No. 25 Tahun 2002 
• UU No. 26 Tahun 2004

2. Pemantaun UU No,8 Tahun 1987 tentang Protokol.
3. Pemantaun UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anal^.

C. Tahun 2007
1 Pemantaun UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

WraanUSoslaLTahUn 1974 'entan9 Keten'Uan- ke,e",Uan Pokok 

3. Pemantauan UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,

D. Tahun 2008 ^
1. Pemantaun UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. pemantaun UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.3
3. Pemantaun UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketrarismigrasian.

E. Tahun 2009
1. Pemantaun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

. Pemantaun UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

F. Tahun 2010.
1. Pemantauan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

2. Pemantauan UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
3. Pemantauan UU No, 22 tahun 1954 tentang Undian.

G. Tahun 2011
2 Smanlanfn HM m°' / 1961 tentan9 Pen9umpulan Uang atau Barang.

2. Pemantauan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan karya Cetak dan y 
Ksrys K6K3(T).

3. Pemantauan UU No. 16 Tahun 1664 tentang Bagi hasil Perikanan.

H. Tahun 2012

1. Pemantauan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

2. Pemantauan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Mefrologi Legal.

3. Pemantauan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
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I. TAHUN 2013.

1. Pemantauan UU No. 56/Prp/taun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 
Pertanian.

2. Pemantauan UU NOMOR 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Pemantauan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
4. Pemantauan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

J. TAHUN 2014.

1. Pemantauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pemantauan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Eleklronik.
3. Pemantauan UU Nomor ISTahun 1992 tentang Karantina Hewan. Ikan dan 

Tumbuhan.
4. Pemantauan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

H. TAHUN 2015
1. Pemantauan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sy^iah
2. Pemantauan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. \/
3. Pemantauan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Pemantauan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga.

Pemantau
Bagia

anaan UU,

TINI. M-SiDRA. T
NIP, 1,0631001 198803 2 001
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e. Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU (output Kegiatan 2)

it.

OUTPUT KEGIATAN 2

Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

No. Tahun Undang-Undang

1. 2005 UU No, 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen

2. 2006 UU Pemerkaran Wilayah
- UU No. 23 Tahun 2000

- UU No. 25 Tahun 2002
- UU No. 26 Tahun 2004

3. UU No. 8 Tahun 1987 tentang
Protokol

4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak

5. 2007 UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasiaan

6. UU No, 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial

7. UU No. 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera

8. 2008 UU No. 12 Tahun 1995 tentang 
Permasyarakatan

9. UU No. 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan

10. UU No. 15 Tahun 1997 tentang 
Keiraigrasian
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11. 2009 UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan

12. UU No. 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia

13. 2010 UU No. 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat

14. UU No. 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian

15. UU No. 22 Tahun 1954 tentang

Undian

16. 2011 UU No. 9 Tahun 1961 tentang
Pengurapulan Uang atau Barang

17. UU No. 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan 
Kaya Rekam

18. UU No. 16 Tahun 1964 tentang

Bagi Hasil Perikanan

19. 2012 UU No. 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman

20. UU No. 2 Tahun 1981 tentang

Metrologi Legal

21. UU No. 18 Tahun 2004 tentang

Perkebunan

22. 2013 UU No. 66/Prp/Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian

23. UU No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air

24. UU No. 20 Tahun 2008 tentang

UMKM
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25. UU No. 10 Tahun 2009 tentang 
Keparawisataan

26. 2014 UU No. 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen

27. UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik

28. UU No. 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan, dan

Tumbuhan

29. UU No. 4 Tahun 1984 tentang 
Wabah Penyakit Menular

30. 2015 UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah

31. UU No. 45 tentang 2009 tentang

Narkotika

32. UU No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

33. 2016 UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan

34. UU No. Tahun 27 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Sebagaimana Diubah Dengan UU

No. 1 tahun 2014

35. UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan

36. UU No. 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal

37. 2017 UU No. 20 Tahun 2004 tentang
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Sistem Pendidikan Nasional

38. UU No. 24 tentang 2007 tentang
Penanggu langan Bencana

39. UU No. 3 Tahun 2005 Sistem
Keolahragaan Nasional

40. UU No. 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial

41. 2018 UU No. 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial

42. UU No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan
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LAMPIRAN 

KEGIATAN 3



3. Kegiatan 3

a. Daftar UU yang berkaitan dengan NA dan RUU yang sedang disusun

DAFTAR UU YANG TERKAIT DENGAN NA DAN RUU YANG DISUSUN

No.

1.

Bidang

Polhukham

NA/RUU

RUU Penyadapan

UU yang terkait

1) UU No. STahun 1997 
tentang Psikotropika;

2) UU No. 31 Tahun
1999 tentang
Pemberantasan 
Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan 
UU No. 20 Tahun
2001 tentang 
Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 1999;

3) UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak 
Asasi Manusia;

4) UU No. 36 Tahun
1999 tentang
Telekomunikasi;

5) UU No. 30 Tahun
2002 tentang Komisi
Pemberantasan 
Tindak Pidana
Korupsi;

6) UU No. 15 Tahun
2003 tentang
Penetapan Perppu 
No. 1 Tahun 2002
tentang
Pemberantasan 
Tindak Pidana
Terorisme Menjadi 
Undang-Undang;

7) UU No. 18 Tahun
2003 tentang 
Advokat;

8) UU No. 18 Tahun
2004 tentang Komisi 
Yudisial sebagaimana 
diubah dengan UU 
No. 18 Tahun 2011 
tentang Perubahan 
atas UU No. 18 
Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial;

9) UU No. 21 Tahun
2007 tentang
Pemberantasan 
Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

101 UU No. 11 Tahun
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Konstruksi;
17) UU No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan 
Konsumen;

18) UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok 
Agraria.

7. Kesra RUU Permusikan

8. RUU Pendidikan 
Keagamaan

9. RUU Guru

10. RUU Dosen

11. RUU Perubahan UU 
Penanggulangan Bencana
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«b

b. Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan 

NA dan RUU yang sedang disusun {output Kegiatan 3)

OUTPUT KEGIATAN 3

Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan 
RUU (yang sedang disusun]

NO. Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU NA dan RUU yang sedang 
susun

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

RUU Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan

2. UU Pemerkaran Wilayah
- UU No. 23 Tahun 2000
- UU No. 25 Tahun 2002
- UU No. 26 Tahun 2004

3. UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak
5. UU No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasiaan
6. UU No. 6 Taliun 1974 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
7. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera

8. UU No. 12 Tahun 1995 tentang
Permasyarakatan

9. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
10. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Keiraigrasian
11. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
12. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan

Lanjut Usia
13. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
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Cacat

14. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

15. UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian

16. UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
Uang atau Barang

17. UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan 
Karya Cetak dan Kaya Rekam

18. UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan

19. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tan am an

20. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

21. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

22. UU No. 66/Prp/Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian

23. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air
24. UU No. 20 Taliun 2008 tentang UMKM

25. UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Keparawisataan

26. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Tnformasi dan
Transaksi Elektronik

RUU Penyadapan

27. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

28. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyaldt

Menular

29. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah

30. UU No. 45 tentang 2009 tentang Narkotika

31. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Penghapusan
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga
32. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
33. UU No. Tahun 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau 
Kecil Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 1
tahun 2014

RUU Energi Baru dan 
Terbarukan

34. UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan

35. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

36. UU No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

37. UU No. 24 tentang 2007 tentang
Penanggulangan Efencana

RUU Perubahan UU 
Penanggulangan Bencana-ji

38. UU No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan
Nasional

39. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial

40. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial

41. UU No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan
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LAMPIRAN
KEGIATAN 4



4. Kegiatan 4

Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah satu referensi [output Kegiatan 4)

OUTPUT KEGIATAN 4

List daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi

'No.' Naskah Akademlk Han Rancangan 
Undang-Undang

Hasil K^jl^Arialisfs'dM Evaluasi 
Undang-Undang |

1. RUU Perubahan UU No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi
Undang-Undang No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan
Bencana
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LAMPIRAN 

KEGIATAN 5



5. Kegiatan 5
a. SK Tim Penyusun NA dan RUU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 039C /BK/2018 
TANGGAL : 25 JANUARl 2018

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SIBER 

TAHUN 2018

NO NAMA JABATAN GOL KET
1. K. Johnson Rajagukguk, S.H., 

M.Hum.
Kepala Badan Keahlian 

DPR Rl
iv Pengarah

2. Dr. Inosentius Samsul. S.H., M.Hum. Kepala Pusat
Perancangan Undang-Undang

IV Penanggung
Jawab

3. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM. Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan Muda

III Ketua

4. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan Muda

111 Wakil Ketua

5. Stephanie Rebecca Magdalena R. 
Purba, S.H., M.H.

Calon Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan

III Sekretaris

6. Drs. Prayudi, M.SI, Peneliti Utama IV Anggota
7. Teguh Nirmala Yektl, S.H., M.H. Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan Madya
IV Anggota

8. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. Peneliti Madya IV Anggota
g. Christina Devi Natalia, S.H. Calon Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan
III Anggota

10. Apriyani Dewi Azis, S.H Calon Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan

III Anggota

11. Tommy Cahya Trinanda, S.H. Calon Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan

III Anggota

12. Nu'man Iskandar Tenaga Ahli
Komisi 1 DPR Ri

- Anggota

13. Yusriral Tenaga Ahli
Komisi 1 DPR Rl

- Anggota

14. Prof, Wawan Setiawan, M.Kom Universitas Pendidikan 
Indonesia, Bandung

Pakar
Pendamping/

Anggota
15. Prof. Dr, Iskandar Fitri, S.T., M.T. Universitas Nasional Jakarta Pakar

Pendamping/
Anggota

KEPALA BADAfJ ^ EAHLIAN DPR Rl,

K. Johnson Raiagukauk. S.H., M.Hum.
NIP. 19581108 198303 1 00^
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b. Daftar Tim Penyusun NA dan RUU

Daftar Nama Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang

BIDANG

2.

POLHUKHAM

i:; '.Kk" JUDtiL NA DAN

Penyadapan

Siber

1. Teguh Nirmala Yekti, 
S.H., M.H.

2. Yeni Handayani, S.H., 
M.H.

3. Apriyani Dewi Azis, 
S.H.

4. Mardisantori, S.Ag., 
LLM.

5. Puteri Hikmawati, S.H., 
M.H.

6. Raden Priharta
Budiprasetya Ekalaya
P. Y., S.H., M.Kn.

7. Yudarana Sukarno
Putra, S.H., LLM.

8. Marfuatul Latifah,
S.H.I., LLM.

9. Agus Priyono, S.H.
10. Maria Priscyla

Stephfanie Florencia
Winoto, S.H.

11. Afdhal Mahatta, S.H., 
MH

12. David
13. Prof. Cecep Darmawan 

S.IP., M.Si., M.H.
14. Prof. Elwi Daniel, 

S.H.,M.H.
15. Dr. Oce Madril, S.H., 

LL.M.
16. Dr. Mahmud Mulyadi, 

S.H.
17. Dr. Arrisman, S.H., 

M.H
1. Yudarana Sukarno 

Putra, S.H., LLM.
2. Riyani Shelawati, S.H., 

M.Kn.
3. Stephanie Rebecca

Madgalena R. Purba, 
S.H., M.H.

4. Drs. Prayudi., M.Si.
5. Teguh Nirmala Yekti, 

S.H., M.H.
6. Sulasi Rongiyati, S.H., 

M.H.
7. Christina Devi Natalia, 

S.H.
8. Apriyani Dewi Azis, 

S.H.
9. Tommy Cahya
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[ No. JUDUL NA DAN RUUBIDANQ

Perubahan Kedua Atas UU 
No. 17 Tahun 2014 
tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah

EKUINBANG

Triananda, S.H.
10. Nu’man ISkandar
11. Yusrizal
12. Prof. Wawan Setiawan, 

M.Kom
13. Prof. Dr. ISkandar 

Fitri, S.T., M.T.
1. S. Ag..

Energi Barn 
Terbarukan

2.

3.

4.

5.

6.

Mardisantori,
LL.M.
Dr. Riris Katharina, 
S.Sos., M.Si.
Zaqiu Rahman, S.H., 
M.H.
Raden Priharta
Budiprasetya Ekalaya 
P. Y., S.H., M.Kn 
Riyani Shelawati, S.H., 
M.Kn.
Maria Priscyla
Stephfanie Florencia 
Winoto, S.H.
Drs. ^ayudi., M.Si. 
Akhmad Auwlawi, 
S.H., M.H.
Novianto Murti
Hantoro, S.H., M.H.

10. Shanti Dwi Kartika, 
S.H., M.Kn..

11. Titi Asmara Dewi, 
S.H., M.H.

12. Slamet Widodo, S.E., 
M.E.

13. Rastri Paramita, S.E., 
M.M.

14. Achmadudin Rajab, 
S.H., M.H.

15. Christina Devi Natalia, 
S.H.

16. Tommy Cahya
Triananda, S.H.

17. Ihsan Badruni
Nasutlon, S.Sy., S.H.

18. Prof. Yuliandri , S.H., 
M.H.

19. Dr. Arie Sudjito,
S.Sos., M.Si.

20. Andi Omara, S.H., 
M.Pub., Ph.D.

21. Dr. Yayan Sopyan,
S.H., M.H., M.Ag.

dan 1. Arif Usman, S.H., 
M.H.

2. Laksmi Harundani, 
S.H., M.Kn.

3. Wiwin Sri Haryani,
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jBIDANG JUDUL NA DAN RUU TIM PENYUSUN

Perubahan Atas UU No. 
22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan

S.H., M.H.
4. Drs. Juli Panglima 

Saragih. M.M.
5. Hariyadi, S.IP., MPP.
6. T. Ade Surya, S.T., 

M.M.
7. Muhammad Yusuf, 

S.H.
8. K. Zulfan

Andriyansyah, S.H.
9. Olsen Peranto, S.H.
10. Febri Liany, S.H., M.H.
11. Dwi Rest! Pratiwi, S.T., 

MPM.
12. Ratna 

Christianingrum,
S.Si., M.Si.

13. Dr. Phil. Lily
Tjahjandari, M.Hum.

14. Benny Junito
15. Yuafrinaldi
16. Thirza Muhammad 

Imran
17. Bisman Bhaktiar, 

S.H.. M.H.
18. Soni Fahruri, S.T.,

M.T.
19. Ir. Ismet Djafar, MM
20. Prof. Tri Widodo, 

M.Ec., Dec.
21. Dr. Mailinda Eka

Yuniza, S.H., LL.M.
22. Dr. Deendarlianto, 

S.T., M.Eng.
1. Zaqiu Rahman, S.H., 

M.H.
Khopiatuziadah, S.Ag., 
LL.M.
Meirina Fajarwati,
S.H.
Akhmad Auwlawi, 
S.H., M.H.
Sutriyanti, S.H., M.H. 
M. Nurfaik, S.H.I. 
Lucky Setyo Arybowo, 
S.H.
Noor Ridha Widiyani, 
S.H.
Sahat Aditua
Fandhitya Silalahi,
S.T., MBA.

10. Eka Budiyanto, S. Si., 
M.S.E.

11. Jesly Yuriaty
Panjaitan, S.E., M.M.

12. Ir. M. Hasbi Azis., M.
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6. Peningkatan 
Asli Daerah

Pendapatan

13. Adi Setiawan, S.H., M. 
Ec. Dev.

14. Dr. Ir. Taslim Bahar, 
M.T.

15. Dr. Mailinda Eka
Yuniza, S.H., LL.M.

16. Dr. T. Keizerina Devi
Azwar, S.H., CN.
M.Hum.

17. Tri Basuki Joewono,, 
Ph.D.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wiwin Sri Haryani, 
S.H., M.H.
Yeni Handayani, S.H., 
M.H.
Meirina Fajarwati,
S.H.
Akhmad Auwlawi, 
S.H., M.H.
Achmad Sani
Alhusain, S.E., M.A.
Titi Asmara Dewi, 
S.H., M.H.
Achmadudin Rajab, 
S.H., M.H.
Noor Ridha Widiyani, 
S.H.
K. Zulfan
Andriyansyah, S.H.

10. Olsen Peranto, S.H.
11. Monika Suhayati, 

S.H., M.H.
12. Lisnawati, S.Si.,

M.S.E.
13. Robby Alexander 

Sirait, S.E., M.E.
14. Dahiri, S.Si., M.Sc.
15. Alfianida Rahmawati, 

S.I.Kom., M.Si.
16. M. Irwan Zulfikar , 

S.E., M.B.A.
17. Fikri Yasin, S.I.Kom., 

M.I.Kom.
IS.Yusran Isnaini, S.H., 

M.Hum.
19. Prof. Dr. Budiman 

Ginting, S.H., M. 
Hum.

20. Dr. Aminudin Kasim., 
S.H., M.H.

21. Dahliana Hasan,
S.H.., M.Tax., Ph.D.

22. Dr. Zulmansyur, M.Si.
23. Tutik Rahmawati, 

Ph.D.
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. ,.;v. JUDUL NA DAN RUU;

KESRA Permusikan

8. Pendidikan Keagaman

1. Sali Susiana, S.Sos., 
M.Si.

2. Nova Manda Sari, 
S.H., M.H.

3. Arrista Trimaya, S.H., 
M.H.

4. Drs. Juli Panglima 
Saragih. M.M.

5. Chairul Umam, S.H., 
M.H.

6. Rachmat Wah30idi 
Hidayat, S.H., M.H.

7. Sulis Winuri, S.Psi., 
M.Psi.

8. Ihsan Badruni
Nasution, S.Sy., S.H.

9. Prof. Dr. Sardjono
10. Dr. Fitriani A Syarif., 

M.H.
11. Dr. Dewi Suryati., 

M.Pd.
1. M. Najib Ibrahim, 

S.Ag., M.H.
2. Atisa Praharini, S.H., 

M.H.
3. Aan Andrianih, S.H.., 

M.H.
4. Chairul Umam, S.H., 

M.H.
5. Nita Ariyulinda, S.H., 

M.H.
6. Ricko Wah}nadi, S.H., 

M.H.
7. Bagus Prasetyo, S.H., 

M.H.
8. Dr. Achmad

Muchaddam F, S.Ag., 
M.A.

9. Yuwinda Sari Pujianti, 
S.H.

10. Faridah Alawiyah, 
S.Pd., M.Pd.

11. Su’udi, S.Th.L, M.Si.
12. Dr. Moh. Asy'ari 

Muhtar
13. Asban Sibagarian, 

S.Ag.
14. Abdullah Mansur, 

S.Ag, M.Pd.
15. Erfandi, S.H., M.H.
16. Umi Zahrok
17. Miftahul Jannnah
18. Badrul Munir
19. Ainul Arif
20. Nur Munir
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No. BIDANG

9.

10.

11.

JUDUL NA DAN RUU

Dosen

Guru

TIM PBNYUSUN

Penanggulangan Bencana

21. Dr. H. Sumanta, M.Ag.
22. Dr. Abdul Halim, M.A.
23. P. Dr. Philipus Tule, 

SVD.
1. Bagus Prasetyo, S.H., 

M.H.
Ricko Wahyudi, S.H., 
M.H.
Aan Andrianih, S.H.., 
M.H.
Woro Wulaningrum, 
S.H., M.H.
Kuntari, S.H., M.H. 
Yanuar Putra Edwin, 
S.H.
Sindy Amelia, S.H. 
Yulia Indahri, S.Pd., 
M.A.
Dinar Wahyuni,
S.Sos., M.Si.

10. Masas Masrur
11. Anna Kurniawati
1. M. Najib Ibrahim, 

S.Ag., M.H.
2. Nita Ariyulinda, S.H., 

M.H.
3. Arrista Trimaya, S.H., 

M.H.
4. Rachmat Wahyudi 

Hidayat, S.H., M.H.
5. Ihsan Badruni 

Nasution, S.Sy., S.H.
6. Yuwinda Sari Pujianti, 

S.H.
7. Dr. Ujianto Singgih P, 

M.Si.
8. Faridah Alawiyah, 

S.Pd., M.Pd.
9. Elga Andina, S. Psi., 

M.Psi.
10. Nurdin
11. Henny Listyowati
1. Atisa Praharini, S.H., 

M.H.
2. Aan Andrianih, S.H.., 

M.H.
3. Bagus Prasetyo, S.H., 

M.H.
4. Chairul Umam, S.H., 

M.H.
5. Yanuar Putra Edwin, 

S.H.
6. Yuwinda Sari Pujianti, 

S.H.
7. Nova Manda Sari,

S.H., M.H.____________
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c. Notulensi Hasil Diskusi dengan Ketua Tim Penyusun NA dan RUU 

Perubahan UU Penanggulangan Bencana

NOTULENSI HASIL DISKUSI

Hari.tanggal : Rabu, 5 September 2018

Tempat : Ruang Rapat Badan Keahlian DPR RI

Narasumber ; Atisa Praharini, S.H., M,H.

Manfaat yang dirasakan oleh Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan 

Penanggulangan Bencana yaitu bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU 

Penanggulangan Bencana dapat menjadi data awal dalam Penyusunan NA, 

data dan informasi dalam Kajian tersebut baik yang diperoleh dari pakar 

maupun pemantauan di daerah dapat menjadi tambahan data untuk 

penyusunan NA, dalam kajian tersebut juga terdapat bab mengenai 

sinkronisasi antara UU Penanggulangan Bencana dengan peraturan 

perundang-undangan yang terkait sehingga dapat membantu dalam 

perumusan draft RUU, informasi mengenai daerah pemantauan dapat 

bermanfaat agar dalam melalcukan pengumpulan data dan uji konsep tidak 

memilih daerah yang sama, dan meskipun tidak semua data dalam Kajian 

tersebut diambil namun cukup bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk 

Penyusunan NA dan RUU. Informasi mengenai adanya Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU Penanggulangan Bencana diketahui oleh Tim Penyusun NA dan 

RUU Perubahan UU Penanggulangan karena keterlibatan Ibu Atisa pada saat 

pelaksanaan pemantauan UU Penanggulanggan Bencana. Jika tidak ikut 

terlibat dalam tim pemantauan UU Penanggulangan Bencana maka tidak 

mengetahui bahwa adanya output Pusat Panlak berupa Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana.
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d. Notulensi Koordinasi dengan Kapus PUU

NOTULENSI HASIL KOORDINASI

Hari.tanggal : Senin, 10 September 2018

Tempat : Ruang Rapat Kapus PUU

Narasumber : Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum)

Dalam Kordinasi ini, peserta menyampaikan hasil kesimpulan setelah 
melaksanakan rangkaian kegiatan aktualisasi. Adapun kesimpulan yang 
disampaikan yaitu;

1) Penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU sudah 
memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh 
Pusat Panlak UU selama Hasil Kajian tersebut berkaitan erat dengan NA 
dan RUU yang disusun contohnya yaitu dalam Penyusunan NA dem RUU 
Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Namun dalam pemanfaatan ini 
belum maksimal karena informasi mengenai Hasil Kajian yang sudah 
dibuat oleh Pusat Panlak belum banyak diketahui oleh tim penyusun NA 
dan RUU. Penyebaran Hasil Kajian tersebut hanya sampai tingkat eselon II 
karena keterbatasan jumlah anggaran untuk pencetakan tersebut, jadi 
tidak memungkinkan untuk memberikan kepada oraiig-perorang di 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Adapun usaha yang 
dilakukan Pusat Panlak untuk mempublikasikan hasi output tersebut yaitu 
dengan mengupload di website Pusat Panlak UU dan melibatkan beberapa 
perancang dan peneliti dalam tim pemantauan undang-undang.

2) Bahwa adanya keterbatasan akses informasi di Badan Keahlian DPR RI 
yang menyebabkan output suatu pusat belum dapat menjadi outcome bagi 
pusat lain. Output pusat hanya di upload di website masing-masing pusat 
dan belum adanya database seluruh produk Badan Keahlian DPR RI.
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Keterbatasan informasi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa 
Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU belura maksimal dimanfaatkan 
dalam Penyusunan NA dan RUU oleh Pusat PUU. Selain itu, tidak semua 
Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dapat dimanfaatkan sebagai salah 
satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU karena tidak adanya 
keterkaitan yang erat antara UU yang sudah dipantau dengan NA dan RUU 
yang sedang disusun.

Setelah peserta menyampaikan kesimpulan tersebut maka Kapus PUU 
memberikan tanggapan dan komencar yaitu;

1. Bahwa adanya perbedaan antara kerangka analisis peraturan perundang- 
undangan yang dibuat oleh Pusat Panlak UU dalam Kajian Analisis dan 
Evaluasi UU dengan Naskah Akademik yang dibuat oleh Pusat PUU. Di 
Pusat Panlak UU acuan 1 (satu) undang-undang lalu menganalisis 
peraturan perundang-undangan dibawahnya, tetapi dalam bab III NA 
analisis undang-undang terkait tidak secara vertikal tetapi horizontal. 
Adanya keterkaitan antara NA dan RUU yang disusun dengan Hasil Kajian 
Analisis dan Evaluasi UU maka hasil kajian tersebut tidak biaa 
dimanfaatkan sepenuhnya, jadi harus ada riset - riset lain atau mencari 
bah an kepustakaan lain.

2. Untuk adanya informasi output antar pusat maka harus ada unit di Badan 
Keahlian DPR RI yang mengelola semua output tiap pusat (dapat dikelola 
dibawah Tata Usaha Badan Keahlian DPR RI). Secara teknis seharusnya di 
website Badan Keahlian DPR RI ada pilihan menu terkait dengan updated 
produk tiap pusat, selain itu untuk pemuktahiran kedepannya, dapat 
adanya notifikasi dalam handphone. Produk bersama atau pull data 
masing-masing pusat, atau produk pehari yang dihasilkan tiap pusat.

3. Ada kegiatan kegiatan yang menjadi masalah saat ini yaitu tidak semua 
kegiatan pusat-pusat di Badan Keahlian DPR RI mendukung secara 
langsung pelaksanaan fungsi dewan, contohnya di Pusat Penelitian dalam 
melaksanakan kegiatan tidalc semua kegiatannya berkaitan untuk
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mendukung 3 fungsi dewan (legislasi, anggaran dan pengawasan). Sistem 
penyebaran hasil kajian juga terharabat karena mekanisme penerbitan 
yang terbatas pada anggaran, sehingga akan dimudahkan apabila adanya 
soft file.

4. Oleh karena itu, harus ada manajemen informasi di Badan Keahlian DPR RI 
sehingga adanya kemudahan akses informasi antar bagian (pusatj dan ada 
kesamaan informasi yang disampaikan dan yang diterima.
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e. Notulensi wawancara dengan Ibu Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H

NOTULENSI HASIL DISKUSI

Hari.tanggal : Selasa, 18 September 2018

Tempat : Ruang Perancang UU Bidang Ekuinbang

Narasumber : Wiwin Sri Haryani, S.H., M.H,

Bahwa pemanfaatan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang 
di buat oleh Pusat Panlak UU dapat dimanfaatkan dalam penyusunan NA dan 
RUU, namun pemanfaatan tersebut tidak murni langsung di ambil dari Hasil 
Kajian tersebut. Hasil Kajian tersebut dijadikan basis atau tambahan literatur 
atau referensi bahan kepustakaan jika dianggap relevan dan dimasukan dalam 
bab-bab yang terkait, tidak hanya dalam BAB III Naskah Akademik, karena itu 
merupakan kajian jadi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan latarbelakang 
BAB I Naskah Alcademik atau dalam landasan yuridis BAB IV Naskah 
Akademik. Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dari Puspanlak UU idealnya 
dapat menjadi referensi atau bahan literatur pada saat manyusun NA dan 
RUU, sesuai dengan materi/objek yang sama. Terkait kondisi saat ini, tidak 
ada integrasi antara pusac-pusat di Badan Keahlian DPR RI, sebagaimana 
yang pemah dibahas dalam rakor Badan Keahlian DPR Rl, seharusnya ada 
database hasil-hasil kegiatan pusat yang dikelola. Hasil kegiatan pusat di 
Badan Keahlian DPR Rl meskipun sudah ada di website masing-masing pusat, 
idealnya ada database Badan Keahlian DPR RI yang dikelola oleh suatu admin 
yang berisi mengenai hasil-hasil kegiatan dari masing-masing pusat, tidak 
hanya unluk Pusat Panlak, tetapi juga pusat lain contohnya di Pusat 
Penelitian juga banyak menghasilkan hasil penelitian yang dapat digunakan 
pada saat menyusun NA dan RUU. Konsep idealnya, semua materi dari pusat- 
pusat di Badan Keahlian dikumpulkan kemudian ada daftar apa saja yang 
sudah dilakukan pengkajian. Sehingga dalam melakukan inventarisasi 
permasalahan sebelum penyuusunan NA dan RUU akan memudahkan bagi 
tim untuk mengetahui suraber informasi tersebut.

Saat ini, Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi dari Pusat Panlak UU belum 
optimal digunakan dalam Penyusunan NA dan RUU karena kurangnya 
informasi terkait adanya kajian tersebut, kecuali jika dalam tim penyusunan 
NA dan RUU yang berkaitan ikut terlibat dalam mengikuti pemantauan UU.
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Contohnya pada saat penyusnan NA dan RUU Kehutanan, salah satu tim 
penyusun yaitu saudari Noor Ridha Widiyani, S.H pernah ikut teriibat juga 
dalarn pemantauan UU tentang Kehutanan di Pusat Panlak UU sehingga dapat 
melakukan transfer knowledge terkait dengan hasil pemantauan tersebut, jika 
tidak ada maka tim akan keaulitan untuk mengetahui adanya hasil kajian 
Analisis dan Evaluasi UU Kehutanan. Oleh karena itu, informasi mengenai 
hasil kaijan dari tiap pusat harus ada daftar invetarisasi dan apa saja yang 
sudah dikeijakan tiap pusat di Badan Keahlian DPR Rl, atau secara 
konvensional dapat membuat semacam perpustakaan mini yang memuat 
hasil-hasil kajian (hard copy) yang dibuat oleh tiap pusat.

Output tiap pusat belum digunakan secara optimal digunakan oleh pusat lain, 
belum terintegrasi dari masing-maslng pusat. Contohnya adanya hasil kajian 
yang sudah dibuat oleh Pusat Kajan Anggaran mengenai insentif, padahal 
hasil kajian tersebut dapat dimanfaatkan dalam penyusunan NA dan RUU 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tetapi karena tidak ada integrasi 
informasi maka perancang UU belum mengetahui, apabila ada kemudahan 
alcses maka akan memudahkan untuk memanfaatkan data tersebut.

Selain itu, pusat-pusat di Badan Keahlian hanya melaksanakan tugas masing- 
masing, seharusnya antar pusat soling mem back up atau saling mendukung 
satu saraa lain, Meskipun dalam tataran kecil dalam pembentukan tim 
misalnya penyusunan NA dan RUU itu terdiri dari SDM beberapa pusat 
(perancang, peneliti dan para analis), yang saling memback up. Tetapi dalam 
tataran unit kerja belum saling mendulaing, meskipun saat ini sudah ada 
kemajuan setelah adanya Badan Keahlian DPR E?I. Oleh karena itu, 
dibutuhkanh pusat informasi untuk mengelolala semua produk yang 
dihasilkan tiap pusat di Badan Keahlian DPR RI.
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